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ABSTRAK 
Analisis Dampak Kebijakan Asean Open Sky Policy Terhadap Pariwisata di 
Indonesia 
 
 
Putri Shanisha Dewi 
NIM. F0112078 
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret 
 
Sejak dibentuknya Assosiation of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
sebagai organisasi regional pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand (ASEAN 
Secretariat, 2013), negara-negara anggota ASEAN telah meletakkan kerjasama 
ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Hal tersebut 
dimulai pada dekade 80-an sampai dengan 90-an, ketika negara-negara di 
berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan 
hambatan-hambatan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN juga semakin 
menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka 
perekonomian mereka guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Salah satu 
pilar ekonomi yang menjadi peluang bagi Indonesia adalah open sky policy yang 
merupakan blueprint yang mengatur sektor transportasi udara sebagai sarana 
pendukung mobilisasi masyarakat ASEAN. Mulai tahun 2015 diadakan ASEAN 
Open Sky yang merupakan kebijakan untuk membuka wilayah udara antar sesama 
anggota ASEAN. Kebijakan ini merupakan bentuk liberalisasi angkatan udara 
yang telah menjadi komitmen kepala negara dari masing-masing anggota dalam 
Bali Concord II yang dideklarasikan pada KTT ASEAN tahun 2003.  
Tujuan dari digagasnya open sky policy adalah untuk meliberalisasi 
jasa transportasi udara secara penuh. Liberalisasi penerbangan ini merupakan 
strategi mobilisasi masyarakat ASEAN yang nantinya akan mempermudah 
masuknya investasi serta turis asing yang menjadi sumber pasar bagi Indonesia. 
Liberalisasi penerbangan di ASEAN juga dapat dijadikan sebagai stimulus bagi 
persaingan yang akan timbul di setiap maskapai domestik masing-masing negara 
anggota terutama Indonesia supaya pariwisata Indonesia juga semakin diminati  
oleh turis. 
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ABSTRACT 
The Analysis of ASEAN Open Sky Policy’s Impact to Indonesian Tourism 
 
 
Putri Shanisha Dewi 
NIM. F0112078 
 
Bisnis and Economic Faculty 
Universitas Sebelas Maret 
 
 
After Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was declared 
as an regional organization on 1967 in Bangkok, Thailand (ASEAN Secretariat, 
2013), the ASEAN’s country members already put the economic cooperation as 
one of the main purpose which should be developed. It was started at 1980 until 
1990’s, when the other countries in the world start to do any efforts to alied the 
economics burdens. ASEAN’s country members realize that the best way to 
working together is with opening their economics matter to create the integrated 
economics region. One of the most opportunity to Indonesian economic is open 
sky policy as a blueprint that regulate the air transportation sector as a support of 
ASEAN societies mobilization. Since 2015, ASEAN Open Sky as the policy to 
open the air zone inter ASEAN’s country members was established. This policy is 
an air force liberalization already became  a commitment of all ASEAN Head of 
country’s members in Bali Concord II which has been declared in KTT ASEAN 
2003. 
The purpose of open sky policy is to liberate air transport services in a 
full authority. This flight liberalization is the ASEAN societies strategic 
mobilization will make the investation and the foreign tourist as the market of 
Indonesia easier to reach. This flight liberalization in ASEAN can be a stimulous 
for the flight competitions in every domestic airlines of their country especially 
Indonesia in order to make the Indonesian tourism more attractive to the tourist. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
A. J. Burkart dan S. Medlik mengungkapkan bahwa “Tourism, past, 
present and future”, berbunyi “pariwisata berarti perpindahan orang untuk 
sementara (dan) dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat 
dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka 
selama tinggal ditempat tujuan itu.” (Soekadijo, 1997: 3) 
Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, 
wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, sedangkan wisata 
adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 
dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati objek 
dan daya tarik wisata. Pariwisata adalah sebuah kegiatan yang dilakukan 
oleh beberapa orang atau seseorang dalam suatu perjalanan yang mana 
dapat melebihi 24 jam dari tempat tingalnya.  
Menurut Spilane (1987:21) dalam arti luas pariwisata adalah 
perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan 
perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau 
keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, 
budaya, alam dan ilmu. Ditambahkan pula bahwa pariwisata terbagi atas 
beberapa jenis, yaitu: 
1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism) 
2. Pariwisata untuk berekreasi (recreation tourism) 
3. Pariwisata untuk kebudayaan (culture tourism) 
4. Pariwisata untuk olahraga (sports tourism) 
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5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (business tourism) 
6. Pariwisata untuk berkonvensi (convention tourism).     
Sektor pariwisata sangat penting, selain memberikan kesempatan 
lapangan kerja baru juga sebagai sumber penerimaan negara. Dengan 
mengembangkan industri pariwisata di suatu daerah, keuntungan yang 
diharapkan sebagai akibat adanya pembangunan sarana dan prasarana 
kepariwisataan di daerah wisata tersebut adalah beberapa industri meningkat 
terutama yang berhubungan dengan pelayanan wisata, meningkatkan produk 
hasil kebuadayaan disebabkan meningkatnya konsumsi wisatawan. 
Pariwisata sebagai industri jasa yang mempunyai peranan penting 
dalam mendukung kelangsungan dan keberhasilan pembangunan nasional 
maupun daerah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat pada masa 
mendatang, maka dalam mengembangkan produk pariwisata agar dilakukan 
secara menyeluruh dan terpadu sehingga dapat mencapai hasil yang 
meningkat. 
Pengembangan pariwisata pada suatu negara erat kaitannya dengan 
pembangunan perekonomian, maka pengembangan pariwisata sangat 
diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaatnya. Dalam bidang ekonomi 
pembangunan, pariwisata berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan 
kerja, penerimaan devisa, pemerataan pendapatan dan menunjang 
pembangunan daerah. Dalam bidang sosial-budaya, pariwisata bertujuan 
untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa, 
keanekaragaman budaya Indonesia nerupakan modal dasar bagi 
pengembangan pariwisata.Bidang lingkungan hidup juga memegang aset 
budaya yang merupakan modal dasar perkembangan pariwisata (Pendit, 
1994). 
Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi 
atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu Negara, tanpa 
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terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada kenyataannya, pariwisata 
memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu 
negara. Seiring dengan hal di atas, menurut IUOTO (International Union of 
Official Travel Organization) yang dikutip oleh Spillane (1993), pariwisata 
mestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama 
seperti berikut ini: 
1. Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi 
nasional maupun international.  
2. Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, 
akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya.  
3. Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar 
bernilai ekonomi.  
4. Pemerataan kesejahtraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi 
wisatawan pada sebuah destinasi. 
5. Penghasil devisa.  
6. Pemicu perdagangan international.  
7. Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi 
pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa 
hospitality yang handal dan santun, dan  
8. Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus 
berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu 
destinasi. 
Faktor-faktor pendorong pengembangan pariwisata di Indonesia 
menurut Spilane (1987:57), adalah : 
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1. Berkurangnya peranan minyak bumi sebagai sumber devisa negara 
jika dibanding dengan waktu lalu; 
2. Merosotnya nilai eksport pada sektor nonmigas; 
3. Adanya kecenderungan peningkatan pariwisata secara konsisten; 
4. Besarnya potensi yang dimiliki oleh bangsa indonesia bagi 
pengembangan pariwisata. 
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia 
dengan 17.508 pulau di mana 6.000 pulau di antaranya berpenghuni. Selain 
itu sebagai negara maritim, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang 
ketiga setelah Kanada dan Uni Eropa. Potensi pengembangan pariwisata 
sangat terkait dengan lingkungan hidup dan sumberdaya. Menurut Fandeli 
(1995:48-49), sumberdaya pariwisata adalah unsur fisik lingkungan yang 
statik seperti: hutan, air, lahan, margasatwa, tempat-tempat untuk bermain, 
berenang dan lain-lain. Karena itu pariwisata sangat terkait dengan keadaan 
lingkungan dan sumberdaya. Ditambahkan pula bahwa Indonesia yang 
memiliki keragaman sumberdaya yang tersebar pada ribuan pulau, dengan 
lautannya yang luas memiliki potensi yang baik untuk kegiatan pariwisata. 
Situasi dan kondisi sosioekonomi Indonesia saat ini, yang 
memperlihatkan bahwa  semakin berkurangnya lahan pertanian dan 
lapangan pekerjaan lainnya serta semakin rusaknya lingkungan akibat 
kegiatan manufaktur dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang 
mengeksploitasi sumber daya alam, maka pariwisata perlu dikembangkan 
sebagai salah satu sumber produksi andalan. Sektor pariwisata selain dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga tidak merusak lingkungan 
bahkan sebaliknya merangsang pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat 
dimengerti karena pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari 
lingkungan hidup sebagai salah satu sasaran atau obyek wisata. 
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Dari laporan dan analisis World Tourism Organization (WTO) 
diperoleh bahwa sumbangan pariwisata amat berarti bagi penciptaan 
lapangan kerja. Disebutkan bahwa dari setiap sembilan kesempatan kerja 
yang tersedia secara global saat ini, satu diantaranya berasal dari sektor 
pariwisata. Diduga pula bahwa daya serap tenaga kerja pada sektor 
pariwisata lebih besar di negara-negara berkembang. Selain itu, pariwisata 
dapat membuka pasar baru bagi produksi pertanian dan hasil kerajinan 
rumah tangga yang masih tradisonal maupun usaha-usaha jasa seperti 
tukang pijit, penginapan, transportasi dan guide yang dengan sendirinya 
membuka peluang kerja baru bagi para pencari kerja yang terus meningkat 
setiap tahun, serta meningkatkan output negara.  
Sehubungan perekonomian negara, sektor pariwisata terbukti telah 
memberikan kontribusi yang cukup pada perolehan devisa. Hal ini dapat 
dilihat dari perolehan devisa negara, bahwa pertumbuhan ekonomi 
pariwisata Indonesia saat ini selalu di atas pertumbuhan ekonomi 
Indonesia keseluruhan dan bahkan dapat melebihi perkembangan pariwisata 
dunia dekade ini. Pada tahun 2011 lalu perolehan angka devisa dari 
pariwisata yang diperkirakan bisa mencapai 8,5 miliar dollar AS, naik 
menjadi 11,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ditambahkan pula 
bahwa terhadap GDP Indonesia, sektor pariwisata juga memainkan peranan 
yang penting. Hasil studi World Travel and Tourism Council (WTTC) 
menyimpulkan bahwa pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap GDP 
rata-rata sebesar 8% dan merupakan yang tercepat di dunia. 
Pemerintah telah menjadikan pariwisata sebagai leading 
sector pembangunan perekonomian  nasional dengan menempatkan sebagai 
sektor penghasil devisa terbesar, memberikan kontribusi terhadap PDB 
nasional yang tinggi, serta menciptakan lapangan kerja yang luas. 
Pertumbuhan pariwisata dalam lima tahun ke depan diproyeksikan 
mencapai dua kali lipat atau sesuai target yang ditetapkan yakni; perolehan 
devisa akan mencapai Rp 280 triliun, kontribusi terhadap PDB nasional 
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sebesar 8%, serta menciptakan  13 juta orang lapangan kerja. Jumlah 
kunjungan wisman akan menjadi 20 juta ,  pergerakan wisnus  sebanyak 275 
juta, serta daya saing pariwisata Indonesia akan berada di ranking 30 dunia. 
Sementara itu untuk mendukung pertumbuhan pariwisata, pemerintah 
telah menetapkan prioritas pembangunan 10 destinasi di kawasan strategis 
pariwisata nasional (KSPN) yakni; Borobudur (Jateng), Mandalika 
(Lombok NTB), Labuhan Bajo (NTT), Bromo-Tengger Semeru (Jatim), 
Kepalaun Seribu (DKI Jakarta), Toba (Sumut), Wakatobi (Sulteng), 
Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Malut), dan Tanjung Kelayang (Babel). 
Pulau-pulau di Indonesia memiliki keanekaragaman yang berbeda satu 
dengan yang lain. Dengan keanekaragaman karakteristik baik dari alam, 
budaya, dan masyarakatnya sudah ssangat jelas bahwa Indonesia memiliki 
banyak macam wisata yang sangat sayang untuk dilewatkan. Mulai dari 
wisata pegunungan, pantai, laut, danau, gua, adat dan budaya, religi, dan 
masih banyak lagi jenis kegiatan wisata yang bisa dieksplor baik oleh 
wisatawan domestik maupun  mancangera. 
Tidak bisa dipungkiri dengan luasnya daratan dan lautan di Indonesia 
menjadikan transportasi sangat vital bukan hanya bagi dunia pariwisata di 
Indonesia tetapi juga bagi kelangsungan hidup masyarakat 
Indonesia.Transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam pariwisata. 
Perkembangan pariwisata dalam negeri menuntut perkembangan bidang 
perjalanan pula. Pertumbuhan dan pengembangan pariwisata yang terus-
menerus harus disertai dengan peningkatan kualitas destinasi dengan 
menciptakan tuntutan yang lebih baik di dalam transportasi. 
Transportasi darat, laut, hingga udara menjadi salah satu pokok 
penting dalam aksesbikitas pariwisata serta dalam memajukan kesejahteraan 
Indonesia secara merata. Bukan hanya antar daerah yang ada di Indonesia 
saja tetapi juga hubungan dan akses dengan negara lain sangat penting. 
Dengan demikian, alat transportasi yang paling mudah untuk diakses adalah 
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pesawat terbang karena efisiensi waktu yang diberikan oleh transportasi 
udara ini. 
Semakin terhubungnya suatu wilayah dengan wilayah yang lain maka 
semakin berkembang pula wilayah tersebut. Sehingga kedua wilayah saling 
memberikan dampak positif bagi pariwisata dan pembangunan di masing-
masing daerah. Bukan hanya dua daerah di Indonesia tetapi juga akan 
berdampak bagi antar negara terlebih baik secara regional maupun 
internasional.  
Sejak dibentuknya Assosiation of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
sebagai organisasi regional pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand (ASEAN 
Secretariat, 2013), negara-negara anggota ASEAN telah meletakkan 
kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu 
dikembangkan. Hal tersebut dimulai pada dekade 80-an sampai dengan 90-
an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-
upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi. Negara-negara 
anggota ASEAN juga semakin menyadari bahwa cara terbaik untuk 
bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka guna 
menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Bentuk kerjasama tersebut seperti 
KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003, di mana kerjasama ini menyepakati 
pembentukan komunitas ASEAN. Salah satu pilar komunitas ASEAN 
adalah ASEAN Economic Community (AEC). Ada sebelas sektor yang 
diusulkan untuk diintegrasikan dalam ASEAN Economic Community, salah 
satunya adalah sektor transportasi udara (Hew, 2005:1). 
Sebelumnya  pada tahun 2007, negara-negara anggota ASEAN 
sepakat untuk melakukan percepatan proses integrasi yang lebih mendalam, 
dengan target pada tahun 2015 yaitu ASEAN Community. Realisasi dalam 
ASEAN Community dideklarasikan pada ASEAN Charter yang berfokus 
pada tiga pilar utama bagi ASEAN yaitu ASEAN Political-Security 
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN 
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Socio-Cultural Community. Ketiga pilar ini dianggap dapat menjadi 
stimulus bagi percepatan integrasi ASEAN.  
Salah satu pilar ekonomi yang menjadi peluang bagi Indonesia adalah 
open sky policy yang merupakan blueprint yang mengatur sektor 
transportasi udara sebagai sarana pendukung mobilisasi masyarakat 
ASEAN. Pada tahun 2015 diadakan ASEAN Open Sky yang merupakan 
kebijakan untuk membuka wilayah udara antar sesama anggota 
ASEAN.Kebijakan ini merupakan bentuk liberalisasi angkatan udara yang 
telah menjadi komitmen kepala negara dari masing-masing anggota dalam 
Bali Concord II yang dideklarasikan pada KTT ASEAN tahun 2003. 
Tujuan dari digagasnya open sky policy adalah untuk meliberalisasi 
jasa transportasi udara secara penuh. Liberalisasi penerbangan ini 
merupakan strategi mobilisasi masyarakat ASEAN yang nantinya akan 
mempermudah masuknya investasi serta turis asing yang menjadi sumber 
pasar bagi Indonesia.Liberalisasi penerbangan di ASEAN juga dapat 
dijadikan sebagai stimulus bagi persaingan yang akan timbul di setiap 
maskapai domestik masing-masing negara anggota. 
Dalam kerja sama open sky, terdapat sekumpulan aspek kebijakan 
yang dilakukan secara berbeda, misalnya deregulasi kapasitas dan 
penghapusan kendali pemerintah atas harga yang ditetapkan, sehingga akan 
berdampak pada melonggarnya peraturan-peraturan dalam industri jasa 
transportasi udara. Secara khusus, open sky mendorong terjadinya kompetisi 
yang makin ketat antara maskapai-maskapai penerbangan, hal ini akan 
memungkinkan maskapai-maskapai dari negara-negara di Asia Tenggara 
dapat melayani rute-rute yang ada di sesama negara-negara ASEAN. Selain 
itu, adanya persetujuan open sky dapat memberi keleluasaan bagi para 
maskapai untuk mengembangkan rute-rute dan jaringan layanan yang 
mereka pilih (Foryst et al, 2004:3). 
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Namun, konsekuensi dari diratifikasinya open sky pada tahun 2015 
diantaranya adalah ketidakseimbangan jumlah armada penerbangan yang 
dimiliki negara-negara ASEAN, intensitas dan jumlah rute penerbangan 
pada negara – negara yang mengimplementasikan open sky, serta volume 
penumpang. Secara garis besar, kesiapan suatu negara dalam implementasi 
open sky akan mempengaruhi peluang dan tantangan bagi negara yang 
meratifikasinya. 
Sektor penerbangan nasional dinilai belum siap untuk 
mengimplementasikan rezim ASEAN Open Sky. Dampak terburuk dari 
liberalisasi angkutan udara bagi Indonesia adalah lemahnya posisi Indonesia 
yang memiliki jumlah bandara internasional terbanyak di antara negara-
negara ASEAN, dengan 29 bandara. Situasi ini dapat membuat Indonesia 
berakhir menjadi pasar bagi negara-negara ASEAN lainnya. 
Situasi tersebut diperparah dengan kondisi infrastruktur bandara 
internasional di Indonesia. Sebagai contoh, perusahaan penerbangan 
Singapura, Singapore Airlines, dapat mengakses lima bandara internasional 
yang ada di Indonesia. Sebaliknya, maskapai Indonesia hanya 
diperbolehkan terbang menuju satu bandara saja di Singapura. Hal yang 
sama berlaku bagi maskapai dari negara ASEAN lainnya. 
Dalam hal kesiapan menghadapi ASEAN Open Sky, Singapura 
dianggap paling siap. Pada tahun 2007 Perdana Menteri Lee Hsien Loong 
dalam pembukaan pada 13th ASEAN Transport Ministers begitu menggebu-
gebu mendorong percepatan berlakunya ASEAN Open Sky. Singapura sejak 
tahun 1960-an telah terbiasa menjalankan rezim open sky dengan maskapai 
dari negara-negara maju asal Eropa, Asia, dan Amerika. Dari sisi kesiapan 
infrastruktur bandara, Changi International Airport di Singapura, memiliki 
layanan Air Traffic Controller (ATC) yang mampu melayani lalu lintas 
udara di kawasan Asia Tenggara. Hal inilah yang membuat Bandara Changi 
menjadi bandara poros atau hub di Asia-Pasifik. 
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Dengan kebijakan ini, misalnya Thai Airways yang selama ini hanya 
dijinkan terbang melayani Bangkok – Jakarta – Bangkok dan Bangkok – 
Bali – Bangkok , pada tahun 2015 dibolehkan terbang dengan rute lebih 
panjang Bangkok – Kuala Lumpur – Jakarta – Bangkok, atau Bangkok – Ho 
Chi Minh – Bali – Bangkok. Dengan pemberlakuan ini, langit udara 
Indonesia akan menjadi semakin ramai. Pasar penerbangan yang selama ini 
dikuasai oleh maskapai nasional nantinya juga akan diserbu dengan 
maskapai-maskapai Asia Tenggara. 
Pengaruh lain dari liberalisasi pasar, yakni persaingan antar maskapai 
penerbangan akan semakin ketat, perang tarif pun tak terhindarkan. Apalagi 
kebijakan ini tidak akan membatasi frekuensi penerbangan maupun 
pengaturan tarif. Industri akan sepenuhnya berjalan dengan “survival of the 
fittest”, maskapai yang penuh inovasi akan mampu bersaing dan semakin 
eksis, dan sebaliknya maskapai yang layanannya buruk dan bertarif mahal 
akan ditinggalkan konsumen. 
Melalui kebijakan ini, maskapai penerbangan ASEAN yang disepakati 
diijinkan terbang ke kota-kota lain intra 10 negara anggota ASEAN. 
Indonesia mengikutsertakan lima bandara internasionalnya di lima kota 
dalam program ini yang menghubungkan dengan sekitar 45 kota lain di 
kawasan ASEAN. Bandara internasional di Indonesia yang dibuka untuk 
open sky yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara I Gusti 
Ngurah Rai di Denpasar, Bandara Ir. Juanda di Surabaya, Bandara Sutan 
Hassanudin di Makassar, dan Bandara Kuala Namu di Medan. Dengan 
demikian kelima bandara tersebut merupakan bandara yang memiliki 
kebijakan liberalisasi penerbangan dengan wilayah negara ASEAN yang 
lainnya. 
Sebagai sebuah rezim internasional, ASEAN Open Sky Policy 
mendeklarasikan pasar tunggal ASEAN Single Aviation Market (ASAM) 
pada Desember 2015. ASAM sepenuhnya meliberalisasi perjalanan udara di 
  
 
 
11 
antara negara-negara anggota di kawasan ini, yang memungkinkan negara-
negara ASEAN dan maskapai yang beroperasi di wilayah tersebut untuk 
langsung mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan dalam perjalanan 
udara di seluruh dunia dan juga membebaskan pariwisata, perdagangan, 
investasi, dan jasa di antara negara-negara anggota. 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Dampak Kebijakan 
ASEAN Open Sky Policy Terhadap Pariwisata di Indonesia” 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana proses kebijakan ASEAN Open Sky Policy di Indonesia? 
2. Apakah ASEAN Open Sky Policy memiliki pengaruh yang cukup 
signifikan terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui proses dari sebuah kebijakan regional di Indonesia 
yaitu ASEAN Open Sky Policy. 
2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh ASEAN Open Sky Policy 
terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Bagi Pembangunan 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 
beberapa variabel independen yang diteliti dari dampak keberadaan sebuah 
bandara yang memiliki kebijakan open sky sebagai gerbang suatu daerah 
terhadap pariwisata di daerah tersebut secara khusus dan Indonesia secara 
umum. 
2. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh dari hubungan bandara yang memiliki kebijakan open sky sebagai 
gerbang dari daerah wisata dan dampak terhadap pembangunan 
perekonomian di Indonesia. 
3. Bagi Praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan alternatif 
dari dampak yang ditimbulkan bagi daerah wisata di Indonesia dengan 
adanya bandara yang memiliki kebijakan open skydengan bandara yang 
tidak terdapat kebijakan tersebut. 
 
E. SISTEMATIKA PENELITIAN 
Penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I : Pendahuluan 
Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, yaitu mengenai dampak 
dari kebijakan antar anggota ASEAN yaitu ASEAN Open Sky 
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Policyterhadap pariwisata Indonesia. Dari latar belakang yang telah 
diuraikan maka disusunlah suatu rumusan masalah. Pada Bab ini juga 
dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian mengenai masalah yang 
menjadi latar belakang penelitian ini. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi telaah pustaka yang memiliki relevansi terhadap 
penelitian. Beberapa telaah pustaka yang dijabarkan dalam bab ini antara 
lain mengenai pariwisata, transportasi, ASEAN, Open Sky Policy serta 
ASEAN Open Sky Policy, pariwisata Indonesia dan ASEAN, teori kebijakan 
publik, dan teori ekonomi kelembagaan. Akhir dari bab ini menjelaskan 
mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema maupun isi 
dari judul penelitian, tinjauan operasional yang berupa regulasi atau undang-
undang atau peraturan yang terkait, dan kerangka pemikiran yang menjadi 
konsep dari penelitian. 
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini menjelaskan paradigma penelitian, jenis penelitian, lokasi 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 
data, serta keterbatasan penelitian/metode. Data yang digunakan adalah data 
primer, sekunder, dan tersier yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini. 
BAB IV: HASIL PENELITIAN 
Bab ini mendeskripsikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 
Dalam bab ini juga akan diuraikan hasil dan pembahasan dari analisa 
penulis dari literatur dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian berupa analisis 
data dan pembahasan. Selain itu pada bab ini berisi saran-saran kepada 
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pihak terkait dalam tema penelitian. Hasil dari keterbatasan juga 
dicantumkan kembali dalam bab ini sehinggga dapat menjadi acuan bagi 
penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. TELAAH PUSTAKA 
1. Pariwisata 
1.1. Pengertian Pariwisata 
Pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. 
Kata pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan 
wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata adalah 
perjalanan atau bepergan yang dilakukan secara berkali-kali atau 
berkeliling. 
Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar 
domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan ataupun rutinitas dalam 
rangka mencari suasana baru. Sebagai suatu aktifitas, pariwisata telah 
menjadi bagianh penting ari kebutuhan dasar masyarakat bukan hanya 
pada negara maju namun juga negara berkembang 
Definisi pariwisata menurut Damanik dan Weber (2006:1): 
Pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang, dan 
jasa yang sangat kompleks. Ia terkait erat dengan organisasi, 
hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan 
layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya. 
Sementara Marpaung (2002:13) mendefinisikan pariwisata sebagai 
berikut: 
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Pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan 
manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, 
keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas dilakukan selama 
mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk 
memenuhi kebutuhan mereka. 
Definisi pariwisata menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009: 
“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 
masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.” 
Sehingga dapat disimpulkan pariwisata merupakan perjalanan 
yang dilakukan manusia ke daerah yang bukan merupakan tempat 
tinggalnya dalam waktu paling tidak satu malam dengan tjuan 
perjalanannya bukan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau 
penghidupan di tempat tujuan. 
1.1.1 Pengertian Wisatawan 
Segmentasi permintaan wisata, wisatawan memiliki beragam 
motif, minat, ekspektasi, karakteristik, social, ekonomi, budaya, dan 
sebagainya. Orang yang melakukan perjalanan wisata disebut dengan 
wisatawan (tourist). Batasan tentang wisatawan juga sangat bervariasi, 
mulai dari yang umum hingga yang sangat spesifik. 
Menurut United Nation Conference on Tour and Travel dalam 
Pitana dan Gayatri (2005:42), wisatawan adalah “setiap orang yang 
mengunjungi negara yang bukan merupakan tempat tinggalnya untuk 
berbaga tujuan, tetapi bukan untuk mencari pekerjaan atau 
penghidupan dari negara yang dikunjungi.”. Batasan ini hanya berlak 
untuk wisatawan domestic dengan membagi negara atas daerah. 
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WTO (World Tourism Organization) dalam Eridiana (2008:25) 
mendefinisikan wisatawan sebagai berikut: 
Seseorang dikatakan sebagai tourist apabila dari visitor yang 
menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah 
yang dikunjungi. Sedangkan visitor itu sendiri diartikan sebagai 
orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan tempat 
tinggalnya kurang dari 12 bulan dan tujuan perjalanan bukanlah 
untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan 
atau pengidupan di tempat tujuan. 
Jadi wisatawan mempunyai beberapa elemen yang dianut dalam 
beberapa batasan, yaitu tujuan perjalanan sebagai pesiar (leisure), 
jarak atau batas, perjalanan dari tempat asal, durasi atau waktu 
lamanya perjalanan dan tempat tinggal orang yang melakukan 
perjalanan. 
1.1.2 Wisata 
Nyoman S. Pendit (1999: 42-48) memperinci penggolongan 
pariwisata menjadi beberapa jenis yaitu : 
1) Wisata Budaya Merupakan perjalanan wisata atas dasar 
keinginan untuk memperluas pandangan seseorang dengan 
mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau 
ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan 
adat istiadat mereka. 
2) Wisata Kesehatan Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan 
seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan 
dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi 
kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan 
rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti 
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mata air panas mengandung mineral yang dapat 
menyembuhkan, tempat yang memiliki iklim udara 
menyehatkan atau tempat yang memiliki fasilitas-fasilitas 
kesehatan lainnya. 
3) Wisata Olah Raga Wisatawan yang melakukan perjalanan 
dengan tujuan berolahraga atau. memang sengaja bermaksud 
mengambil bagian aktif dalam peserta olahraga disuatu 
tempat atau Negara seperti Asian Games, Olympiade, 
Thomas Cup, Uber Cup dan lain-lain. Bisa saja olahraga 
memancing, berburu, berenang 
4) Wisata Komersial Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk 
mengunjungi pameranpameran dan pekan raya yang bersifat 
komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan 
sebagainya. 
5) Wisata Industri Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan 
pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu 
kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-
pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud tujuan 
untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. Misalnya, 
rombongan pelajar yang mengunjungi industri tekstil. 
6) Wisata Politik Perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi 
atau mengambil bagian aktif dalam peristiwa kegiatan politik. 
Misalnya, ulang tahun 17 Agustus di Jakarta, Perayaan 10 
Oktober di Moskow, Penobatan Ratu Inggris, Perayaan 
Kemerdekaan, Kongres atau konvensi politik yang disertai 
dengan darmawisata. 
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7) Wisata Konvensi Perjalanan yang dilakukan untuk 
melakukan konvensi atau konferensi. Misalnya APEC, KTT 
non Blok. 
8) Wisata Sosial Merupakan pengorganisasian suatu perjalanan 
murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada 
golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan 
perjalanan seperti kaum buruh, pemuda, pelajar atau 
mahasiswa, petani dan sebagainya. 
9) Wisata Pertanian Merupakan pengorganisasian perjalanan 
yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, 
ladang pembibitan dan sebagainya dimananwisatawan 
rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan 
untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil 
menikmati segarnya tanaman beraneka ragam warna dan 
suburnya pembibitan di tempat yang dikunjunginya. 
10) Wisata Maritim (Marina) atau Bahari Wisata yang dikaitkan 
dengan kegiatan olah raga di air, lebih-lebih danau, 
bengawan, teluk atau laut. Seperti memancing, berlayar, 
menyelam, berselancar, balapan mendayung dan lainnya. 
11) Wisata Cagar Alam Wisata ini biasanya diselenggarakan oleh 
agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha 
dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar 
alam, tanaman lindung, hutan daerah pegunungan dan 
sebagainya. 
12) Wisata Buru Wisata untuk buru, ditempat atau hutan yang 
telah ditetapkan pemerintah Negara yang bersangkutan 
sebagai daerah perburuan, seperti di Baluran, Jawa Timur 
untuk menembak babi hutan atau banteng.  
  
 
 
20 
13) Wisata Pilgrim Jenis wisata ini dikaitkan dengan agama, 
sejarah, adat-istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok 
dalam masyarakat Ini banyak dilakukan oleh rombongan atau 
perorangan ketempat-tempat suci, ke makam-makam orang 
besar, bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat 
pemakaman tokoh atau pimpinan yang dianggap legenda. 
Contoh makam Bung Karno di Blitar, Makam Wali Songo, 
tempat ibadah seperti di Candi Borobudur, Pura Besakih di 
Bali, Sendang Sono di Jawa Tengah dan sebagainya.  
14) Wisata Bulan Madu Suatu penyelenggaraan perjalanan bagi 
pasangan-pasangan, pengantin baru, yang sedang berbulan 
madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi 
kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.   
1.2. Tujuan Kepariwisataan 
Menurut Pasal 4 UU RI No. 10 tentang kepariwisataan, terdapat 
10 tujuan adanya kepariwisataan, yaitu: 
1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 
2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
3) Menghapus kemiskinan; 
4) Mengatasi pengangguran; 
5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; 
6) Memajukan kebudayaan; 
7) Mengangkat citra bangsa; 
8) Memupuk rasa cinta tanah air; 
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9) Memperkukuh jatidiri dan kesatuan bangsa; dan 
10) Mempererat persahabatan antar bangsa. 
1.3. Penawaran Pariwisata 
Pariwisata memiliki komponen penawaran yang menunjukkan 
variable yang menunjukan mengapa destinasi wisata tersebut memang 
layak untuk ditawarkan kepada wisatawan. Komponen ini dikenal 
dengan The Four A’s. 
1.3.1 Accessibility 
Aksesbilitas dari sebuah destinasi wisata merupakan hal yang 
penting dalam penawaran terhadap pariwisata. Semakin mudah akses 
yang dilalui bagi wisatawan untuk menuju daerah wisata maka 
semakin besar pula permintaan yang didapat. Fasilitas transportasi 
dalam bidang pariwisata erat hubungannya dengan aksesbilitas. 
1.3.2. Amenity 
Sarana dan prasarana diperlukan dalam kebutuhan wisatawan 
dalam menikmati keindahan alam atau keunikan objek wisata seperti 
akomodasi (sarana kesehatan, kebersihan, keamanan, komunikasi, 
tempat hiburan, hotel/penginapan, restoran dan took cindera mata), 
transportasi (jalan alternative, aspal, hotmix dan jalan setapak), 
kendaraan (angkutan umum, becak, sepeda, ojek), dan lain-lain 
(tempat ibadah, tempat parker, MCK, dan shelter). Dengan tesedianya 
sarana dan prasarana yang baik, maka wisatawan akan merasa nyaman 
dalam melakukan berbagai aktivitas wisata. 
1.3.3. Attractions 
Tujuan wisatawan mengunjungi destinasi wisata adalah untuk 
melihat, merasakan, bahkan mengikuti atraksi yang disajikan di 
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destinasi wisata tersebut. Katertarikan yang berbeda pada tiap-tiap 
wisatawan menjadikan atraksi sangat penting sebagai komponen 
penawaran pariwisata. Terdapat tiga jenis atraksi wisata, yaitu benda 
yang sudah tersedia di alam, hasil ciptaan manusia (kebudayaan), dan 
tata cara hidup dalam masyarakat (adat). 
1.3.4. Acceleration 
Sebuah percepatan dalam informasi juga merupakan hal penting 
lainnya dalam penawaran pariwisata, hal ini dikarenakan dengan 
adanya informasi yang cepat maka masyarakat luas akan mengetahui 
destinasi wisata yang ditawarkan secara lengkap. 
1.4. Permintaan Pariwisata 
Pariwisata memiliki beberapa variable yang mempengaruhi 
permintaan, permintaan pariwisata juga menunjukkan pengukuran 
pada kuantitas atau derajat permintaan akan wisata itu sendiri. 
Determinan permintaan pariwisata merupakan berbagai faktor yang 
bekerja dalam masyarakat yang dapat mendorong atau membatasi 
volume permintaan penduduk atas liburan dan aktivitas melakukan 
perjalanan. Hal ini sendiri dapat menjelaskan mengapa penduduk pada 
sebuah negara memiliki tingkat propensity yang tinggi dalam 
partisipasi pariwisata. 
Cakupan dari determinasi permintaan pariwisata ini memiliki 
motivasi yaitu faktor internal dalam diri individual yang diekspresikan 
dalam bentuk needs, wants, & desires yang mempengaruhi pilihan-
pilihan pariwisata, serta perilaku pembeli yang berkaitan dengan 
bagaimana customer/wisatawan membuat pilihan-pilihan pariwisata 
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Determinan permintaan pariwisata itu sendiri terdiri dari beberapa 
faktor, yaitu: 
1) Faktor ekonomi 
2) Faktor geografis 
3) Faktor demografis 
4) Faktor social-budaya 
5) Perbandingan harga 
6) Mobilitas 
7) Peraturan pemerintah 
8) Media dan komunikasi 
9) Informasi dan teknologi komunikasi 
McIntosh & Goeldner (1984 : 244) menjelaskan bahwa 
permintaan wisata ditunjukkan dari propensity (kecenderungan) dan 
resistance (perlawanan). Propensity  sendiri menunjukkan orang yang 
memiliki kecenderungan untuk berwisata, sedangkan resistance 
menghubungkan pada berbagai macam keindahan. Propensity 
ditunjukkan pada kondisi psikologi, demografis, dan efektivitas 
pemasaran, dan hal-hal yang berhubungan pada resistance ditunjukkan 
pada jarak secara ekonomi (economic distance), jarak antar kultur 
(cultural distance), biaya jasa pariwisata, kualitas jasa, dan musim.  
Tourism demand didefinisikan sebagia jumlah total orang atau 
wisatawan yang melakukan perjalanan untuk menggunakan segala 
fasilitas dan jasa di destinasi wisata. Cara untuk mengukur permintaan 
tersebut dapat dihitung dengan banyaknya wisatawan yang 
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berkunjung, lamanya wisatawan menetap, total pengeluaran, dan 
indeks kepuasan wisata. 
Pemerintah sendiri memiliki andil dalam penawaran dan 
permintaan pariwisata, yaitu antara lain: 
1) Menjamin persaingan perilaku bisnis yang sehat dan fair. 
2) Perlindungan terhadap konsumen (wisatawan). 
3) Manajemen kalender liburan. 
4) Kebijakan kepabeanan. 
5) Kebijakan terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. 
6) Kebijakan lain yang bersinergi dengan pariwisata. 
Tabel 2.1.Tourism System 
 
 
 
Sumber: Vanhove, 2005:76 
1.5. Destinasi wisata 
Destinasi wisata adalah kawasan dengan batasan fisik geografis 
tertentu yang di dalamnya terdapat komponen produk wisata, layanan 
Determinants Transportation Attractions 
Motivations Travel intermediaries Services / facilities 
Buyer behavior Marketing Intermediaries Infrastructure 
Supply at the 
Destination 
Bridging 
Component 
Demand 
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dan unsur pendukung lainnya sehingga membentuk sistem dan 
jaringan fungsional yang terintegrasi dan sinergis dalam menciptakan 
kunjungan maupun membentuk totalitas pengalaman bagi wisatawan 
Menurut Cooper, Fletcher, Gilbert Sheperd dan Wanhill (1998), 
komponen produk wisata adalah:  
1) Atraksi, alam, budaya, artificial, event, dan sebagainya. 
2) Amenitas, fasilitas penunjang wisata, akomodasi, rumah makan, 
retail, toko cindera mata, fasilitas penukaran uang, biro 
perjalanan, pusat informasi wisata dan sebagainya. 
3) Aksesbilitas, dukungan sistem transportasi melalui rute atau 
jalur transportasi, fasilitas terminal bandara, pelabuhan, dan 
moda transportasi lainnya. 
4) Layanan pendukung, ketersediaan fasilitas pendukung yang 
digunakan oleh wisatawan seperti bank, telekomunikasi, pos, 
rumah sakit. 
5) Aktivitas, ragam kegiatan yang dapat diikuti atau dilakukan oleh 
wisatawan selama di lokasi atau destinasi. 
6) Paket perjalanan wisata, paket-paket perjalanan wisata yang 
ditawarkan dan dikelola oleh biro perjalanan wisata. 
Destinasi wisata dapat dikembangkan dengan tiga pendekatan, 
yaitu: 
1) Berorientasi pasar, persepsi wisatawan mengenai destinasi 
wisata menjadi faktor pertimbangan yang sangat penting dalam 
penetapan suatu objek atau kawasan sebagai suatu destinasi 
pariwisata. 
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2) Tidak mengenal batas wilayah, pariwisata merupakan kegiatan 
yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah. Perkembangan 
pariwisata harus diarahkan secara terpadu lintas wilayah untuk 
membangun daya tarik kolektif yang kuat sebagai suatu 
destinasi yang kompetitif dalam sklaa nasional, regional, bahkan 
internasional. 
3) Kluster, konsentrasi geografis dari komponen usaha dan 
lembaga yang bergerak dalam suatu bidang khusus atau tertentu 
yang menjadi produk utama. 
2. Transportasi 
2.1. Pengertian Transportasi 
Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari 
tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi juga merupakan 
pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain 
dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh 
manusia, hewan, dan atau mesin dan sebagai alat yang memudahkan 
manusia dalam kegiatan sehari-hari. 
2.2. Manfaat Transportasi 
Transportasi memiliki fungsi dan manfaat yang terklasifikasi 
menjadi beberapa bagian penting. Fungsi dari trasnportasi dibagi 
menjadi dua yaitu untuk melancarkan arus barang dan manusia serta 
menunjang perkembangan pembangunan (the promoting sector). 
Sedangkan manfaat dari transportasi terbagi menjadi empat 
klasifikasi, yaitu: 
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2.2.1 Manfaat Ekonomi 
Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia 
dengan menciptakan manfaat. Transportasi merupakan salah satu jenis 
kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan 
mengubah letak geografis barang dan manusia tersebut sehingga akan 
menimbulkan adanya transaksi. 
2.2.2 Manfaat Sosial 
Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, antara lain: 
1) Pelayanan untuk perorangan atau kelompok; 
2) Pertukaran atau penyampaian informasi; 
3) Perjalanan untuk bersantai; 
4) Memperpendek jarak; dan 
5) Memencarkan penduduk. 
2.2.3. Manfaat Politis 
Transportasi menciptakan persatuan, pelayanan yang lebih luas, 
bertujuan bagi keamanan negara, sebagai alat untuk tanggap bencana, 
dan lain sebagainya. 
2.2.4. Manfaat Kewilayahan 
Transportasi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan penduduk 
di suatu negara baik penduduk antar kota, desa, pedalaman, serta 
dengan negara lain yang ada di dunia. 
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2.3. Jenis Transportasi 
Terdapat tiga macam transportasi yang digunakan manusia 
sebagai alat perpindahan , yaitu: 
2.3.1 Transportasi darat 
Transportasi darat adalah segala macam bentuk pemindahan 
barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan moda transportasi atau kendaraan bermotor yang 
digerakkan oleh manusia dengan didukung suatu infrastruktur jalan 
(jalan raya atau rel). Pergerakan ini ditujukan untuk mempermudah 
manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 
Macam-macam transportasi darat antara lain kendaraan 
bermotor, kereta api, gerobak baik yang ditarik oleh hewan maupun 
manusia. Moda transportasi darat dipilih berdasarkan beberapa faktor 
seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan 
perjalanan, ketersediaan moda, ukuran kota, kerapatan permukiman, 
serta faktor sosial-ekonomi. 
2.3.2 Transportasi laut 
Transportasi yang melalui air dibagi menjadi: 
1) Transportasi air pedalaman 
2) Transportasi laut 
2.3.3 Transportasi Udara 
Transportasi udara merupakan alat angkut yang paling cepat 
dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, serta merupakan alat 
angkut dengan teknologi yang lebih mutakhir. Dengan transportasi 
udara, jarak yang jauh maupun akses yang sulit dijangkau melalui 
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darat maupun air dapat ditempuh dengan menggunakan moda 
transportasi ini dengan cepat dan bebas hambatan. 
Transportasi udara niaga dewasa ini mengalami perkembangan 
pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan atau 
maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai 
rute penerbangan baik domestik maupun 
internasional.Penyelenggaraan penerbangan sipil baik internasional 
maupun nasional harus mengacu pada norma-norma hukum 
internasional maupun nasional yang berlaku, untuk menjamin 
keselamatan penumpang, awak pesawat udara, maupun barang-barang 
yang diangkut. 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan, Penerbangan itu sendiri diartikan sebagai satu kesatuan 
system yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, 
bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan,keselamatan dan 
keamanan, lingkungan hidup,serta fasilitas penunjang dan fasilitas 
lainnya. Dengan adanya peraturan tersebut maka timbulah perjanjian-
perjanjian bilateral dan multilateral yang melibatkan dua Negara atau 
lebih untuk mengatur masalah wilayah udara masing-masing negara. 
Perkembangan jumlah perusahaan penerbangan di satu sisi 
menguntungkan bagi para pengguna jasa transportasi udara karena 
akan banyak pilihan yang dapat diambil dalam menggunakan jasa 
transportasi udara ini. Namun di lain sisi banyak pengguna jasa 
transportasi udara memilih untuk menggunakan pesawat udara negara 
dalam memenuhi kebutuhan transportasinya. 
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2.4. Bandara 
Bandar udara (bandara) atau pelabuhan udara merupakan sebuah 
fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. 
Bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah 
landasan pacu namun bandara-bandara besar biasanya dilengkapi 
dengan berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan 
penerbangan maupun bagi penggunanya. 
Bandar udara merupakan gerbang mobilitas kota, di mana 
bandara berperan sebagai pintu gerbang atau sebagai fasilitator yang 
menghubungkan antara daerah yang satu dengan yang lain. Peran ini 
cukup vital untuk mobilitas masyarakat di daerah tersebut, karena 
transportasi udara adalah salah satu transportasi favorit sekarang ini. 
Salah satu peran vital dari bandara adalah gerbang pertama bagi 
masyarakat yang ini melakukan kegiatan ekonomi. Dari kegiatan 
ekonomi ini dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat daerah itu 
sendiri. Bandar udara juga  sebagai gerbang wisata bagi turis yang 
ingin datang ke daerah tersebut selain itu juga mempunyai peran 
penting dalam mobilitas kota karena, di bandara juga banyak terdapat 
kargo-kargo yangmengirimkan berbagaikeperluan masyarakat kota 
tersebut. 
3. Association of South East Asia Nation (ASEAN) 
3.1. Sejarah ASEAN 
Association of South East Asia Nations(ASEAN) merupakan 
suatu organisasi regional internasional yang didirikan oleh 5 negara 
pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. 
ASEAN terbentuk di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 
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ditandai dengan pengesahan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani 
oleh masing-masing Menteri Luar negeri para pendirinya. 
Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok 
yaitu Adam Malik (Indonesia), Narsisco Ramos (Filipina), Tun Abdul 
Razak (Malaysia), Sinatambi Rajaratnam (Singapura), dan Thanat 
Koman (Thailand). Negara-negara yang menandatangani Deklarasi 
Bangkok secara resmi langsung menjadi anggota 
ASEAN(http://sejarahnasionaldandunia.blogspot.com/2013/04/sudah-
kita-bahas-pada-posting.html, diakses tanggal 11 Januari 2017). 
Isi dari Deklarasi Bangkok tersebut adalah :  
1) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di setiap negara  
2) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan 
perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara  
3) Memelihara kerja sama yang baik diantara organisasi regional 
maupun organisasi internasional 
4) Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan dan 
penelitian di kawasan Asia Tenggara 
5) Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan 
bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu 
pengetahuan, dan administrasi. 
Dalam perjalanannya sejak pertama kali didirikan oleh kelima 
negara tersebut, Brunei Darussalam menyatakan diri sebagai anggota 
ASEAN tepatnya pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam 
memutuskan untuk bergabung dengan ASEAN sebelas tahun 
kemudian yaitu pada tanggal 28 Juli 1995. Pada 23 Juli 1997 dan 16 
Desember 1998 secara berurutan Myanmar, Laos serta Kamboja 
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menyusul menjadi anggota ASEAN sebagai negara ke delapan, ke 
sembilan serta yang ke sepuluh yang bergabung dalam ASEAN 
(Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Op.Cit) 
3.2. Pengertian ASEAN 
ASEAN secara geografis terletak di antara dua benua dan dua 
samudera yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera 
Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan meliputi wilayah daratan seluas 
4,46 juta km
2 
atau setara dengan 3% total luas daratan bumi dan 
memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara 
dengan 8,8% total populasi dunia, organisasi Internasional antar 
negara asia tenggara ini yang mencakup masalah politik, budaya, dan 
ekonomi. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk memajukan 
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, 
pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan 
perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan 
kesempatan untuk membahas masalah-masalah di antara negara 
anggota(http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-
Bangsa_Asia_Tenggara, diakses tanggal 11 Januari 2017). 
Terdapat sepuluh poin prinsip-prinsip ASEAN yang ditegaskan 
dalam Pasal 2 ayat (2) Piagam ASEAN: 
1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas 
wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. 
2) Adanya kerja sama efektif setiap negara anggota. 
3) Tidak mencampuri urusan internal negara sesama anggota. 
4) Menjunjung tinggi Piagam PBB dan Hukum Internasional 
termasuk Humaniter Internasional yang diesetujui oleh negara 
sesama anggota. 
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5) Menolak penggunaan kekuatan yang dapat mematikan yang mana 
tidak tercantum di dalam Hukum Internasional. 
6) Kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintah yang baik, 
prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang 
konstitusional. 
7) Sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial dan 
budaya eksternal dengan tetap aktif terlibat, berwawasan ke luar, 
inklusif dan tidak diskriminatif. 
8) Penyelesaian perbedaan ataupun perdebatan dengan cara damai 
antar sesama anggota. 
9) Berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam 
meningkatkan keamanan dan kemakmuran regional. 
10) Menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama dari 
masyarakat ASEAN, sementara menekankan nilai-nilai bersama 
dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman. 
Sebagai organisasi internasional, ASEAN mempunyai tujuan 
yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, yaitu:  
1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi dankemajuan sosial budaya di 
kawasan Asia Tenggara. 
2) Memajukan perdamaian dan stabilitas regional Asia Tenggara. 
3) Memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 
4) Memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, 
pengangkutan, dan komunikasi. 
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5) Memanjukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di 
Asia Tenggara. 
6) Memelihara kerjasama yang lebih erat dengan Organisasi 
Internasional dan Regional. 
7) Memberikan bantuan di dalam sektor pendidikan, ekonomi, 
pertanian, profesi, teknik, dan administrasi. 
8) Memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta 
meningkatkan taraf hidup rakyat. 
9) Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. 
Sejak ASEAN memiliki Piagam pada tahun 2008, 
ASEANsendiri telah mempunyai legal personality yang dapat 
diartikan sebagai suatu kesepakatan antar negara ASEAN yang berisi : 
1) Menghormati prinsip-prinsip territorial, kedaulatan integritas, 
noninterverensim dan identitas nasional anggota ASEAN. 
2) Menegakkan Hukum Internasional sehubungan dengan hak 
asasimanusia, keadilan sosial dan perdagangan multilateral. 
3) Mendorong integrasi regional perdagangan. 
4) Menekankan sentralitas ASEAN dalam kerjasama di dalam 
ringkupregional. 
5) Peningkatan jumlah KTT (Konverensi Tingkat Tinggi) 
ASEANmenjadi dua kali dalam setahun dan kemampuan untuk 
menangani situasi darurat. 
6) Pengembangan hubungan eksternal ramah dan posisi dengan PBB 
(seperti Uni Eropa). 
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7) Penunjukan Perwakilan Sekretaris Jendral dan Tetap ASEAN. 
8) Pembentukan badan hak asasi manusia dan mekanisme sengketa 
yang belum terselesaikan, yang mana akan diputuskan di puncak 
ASEAN. 
9) Penggunaan bendera ASEAN, lagu kebangsaan, lambang dan 
perayaan hari ASEAN yang mana jatuh pada tanggal 8 Agustus. 
10) Menekankan sentralitas ASEAN dalam kerja sama regional. 
3.3. Bentuk Kerjasama ASEAN 
Sebagai organisasi, ASEAN tentu memiliki bentuk-bentuk 
kerjasama yang harus dilakukan dalam rangka mencapai 
terselenggaranya tujuan dan prinsip-prinsip dari ASEAN itu sendiri. 
Bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN antara lain terdapat 
pada bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya 
(http://sekelebatilmu.blogspot.com/2013/07/bentuk-kerjasama-dalam-
asean.html, diakses tanggal 11Januari 2017). 
3.3.1 Bidang ekonomi 
Kerjasama bidang ekonomi merupakan tulang punggung 
kerjasama ASEAN, sehingga kemajuan ASEAN seringkali diukur dari 
kemajuan ekonomi negara anggotanya. Pada tanggal 24 Februari 1977 
ASEAN PTA (Prefential Trading Arrangement) ditandatangani oleh 
anggota-anggotanya di Manila yang merupakan pengaturan dagang 
presensial antar anggota ASEAN. Kerjasama dalam bidang ini 
bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang saling 
menguntungkan antar negara anggota yang dituangkan dalam bentuk: 
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1) Mempromosikan produk-produk usaha negara anggota, 
investasi usaha di negara anggota ASEAN dan 
mengembangkan pariwisara yang dibangun. 
2) Menyediakan cadangan pangan. 
3) Membangun proyek-proyek industri ASEAN. 
3.3.2 Bidang sosial-budaya 
Bidang sosial-budaya yang merupakan bidang fungsional dan 
non-politik ini di dalam Deklarasi Bangkong memiliki derajat yang 
sama dengan bidang ekonomi. Kerjasama sosial-budaya dikelola oleh 
Panitia Tetap di mana pada tanggal 5 Januari 1972 dibentuk kegiatan-
kegiatan sosial-budaya dengan pokok acuan: 
1) Mempertimbangkan dan menganjurkan untuk 
menyelenggarakan proyek sosial kemanusiaan seperti 
kesejahteraan sosial, pengawasan terhadap penyalahgunaan 
narkotika, dan kerjasama dalam menanggulangi bencana alam. 
2) Pertukaran pelajar antar anggota ASEAN, pemberantasan butta 
huruf, dan mengadakan Kongres Pemuda ASEAN. 
3) Membantu melestarikan pengembangan warisan seni dan 
budaya negara-negara anggota dan organisasi pelayanannya di 
berbagai kegiatan dan media massa ASEAN. 
3.3.3 Bidang politik 
Dalam Deklarasi Bangkok hanya tercantum kerjasama regional 
ASEAN pada bidang ekonomi dan sosial-budaya. Namun tak jauh 
berbeda dengan kegiatan organisasi yang lain dan juga perkembangan 
politik yang sedemikian rupa, bidang politik juga ikut andil dalam 
kerjasama ASEAN. Selain itu dalam bidang ekonomi erat kaitannya 
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dengan iklim politik di tiap negara anggota, sehingga membuat 
kerjasama ini secara tidak langsung juga menjadi bagian kerjasama 
ASEAN. Beberapa kerjasama yang telah dibentuk oleh ASEAN antara 
lain kesepakatan bahwa Asia Tenggara bebas senjata nuklir yang 
disebut dengan SEANWFZ (South East Asean Nuclear Weapon Free 
Zone). Pada tanggal 27 November 1971 ASEAN juga berhasil 
mencanangkan deklarasi yang dinamakan ZOPFAN (Zona of Peace, 
Freedom, And Neutrality) di mana ASEAN mengusahakan pengakuan 
dan penghormatan wilayah Asia Tenggara sebagai zona bebas dan 
netral dari kekuasaan luar dan memperluas kerjasama dengan penuh 
solidaritas. 
4. Open Sky Policy 
4.1. Pengertian Open Sky Policy 
Perjanjian open sky adalah konsep kebijakan internasional yang 
menyerukan liberalisasi aturan dan peraturan tentang industri 
penerbangan internasional penerbangan yang paling khusus komersial, 
pembukaan pasar bebas untuk industri penerbangan. Tujuan utamanya 
adalah untuk meliberalisasi aturan untuk pasar penerbangan 
internasional dan meminimalkan intervensi pemerintah, ketentuan 
berlaku untuk penumpang, semua kargo dan transportasi udara dan 
mencakup kombinasi kedua layanan terjadwal dan charter, atau untuk 
menyesuaikan rezim dimana penerbangan negara berbasis militer dan 
lainnya dapat diizinkan 
(https://jihanyulanda16.wordpress.com/category/uncategorized, 
diakses tanggal 11 Februari 2017). 
Open sky policy merupakan persejutuan langit terbuka yang 
mengijinkan angkutan udara untuk membuat keputusan dalam 
perjalanan udara dengan kapasitas, penetapan harga, dan secara penuh 
menjadikan liberal dalam kondisi-kondisi aktivitas penerbangan. Open 
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sky policy bisa berbentuk perjanjian bilateral dan multilateral. Open 
sky policy menyebabkan bertambahnya permintaan untuk jasa 
penerbangan internasional dan menciptakan bisnis untuk perusahaan 
pengangkutan udara. Kebijakan dari open sky tersebut, kebanyakan 
perjanjian sipil yang meliputi : 
 
1) Open market 
Perjanjian ini biasanya dicirikan dengan meninggalkan (secara 
menyeluruhatau parsial) batasan-batasan yang berhubungan 
dengan rute-rute, jumlahmaskapai yang diijinkan, kapasitas, 
frekuensi dan tipe pesawat yang akanberoperasi. 
2) Level playing field  
Perjanjian open sky biasanya memuat aturan yang mengijinkan 
maskapai yang berdomisili di negara-negara berpartisipasi 
dalam perjanjian ini untuk berkompetisi secara adil dan setara. 
Misalnya, maskapai boleh mendirikan kantor penjualan di 
negara-negara yang turut menandatangani perjanjian tersebut. 
3) Pricing 
Perjanjian open sky biasanya memberikan fleksibilitas yang lebih 
besar kepadamaskapai-maskapai untuk melakukan penetapan 
harga.Kesempatan yang adil dan setara untuk 
berkompetisi/bersaing. 
 
 
  
 
 
39 
4) Cooperative marketing arrangement 
Umumnya maskapai diijinkan untuk berbagi kode penerbangan 
atau melakukan perjanjian leasing dengan maskapai dari negara-
negara yang ikut dalam perjanjian ini. 
5) Disputeresolution 
Umumnya perjanjian ini juga memuat prosedur untuk 
menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul 
selama berjalannya perjanjian tersebut. 
6) Charter market 
Perjanjian ini juga memuat aturan yang memberi kebebasan bagi 
pasar pesawat-pesawat angkut sewa. 
7) Safety and security 
Pemerintah dari negara-negara yang menandatangani perjanjian 
tersebut setuju intuk menjalankan standar-standar keselamatan 
dan keamanan yang disetujui. 
8) Optional 7th freedom of cargo right 
Perjanjian Open Sky menjanjikan maskapai dari negara-negara 
yang ikut serta dalam perjanjian ini untuk mengoperasikan jasa 
kargo secara murno di antara negara anggota lainnya dan negara 
ketiga tanpa harus berhendti di negara asal dari maskapai kargo 
tersebut (http://membunuhindonesia.net/2015/01/indonesia-
menghadapi-asean-open-sky-2015/html, diakses tanggal 12 
Februari 2017). 
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Open Sky bukanlah merupakan hal yang baru. Dalam Konvensi 
Chicago 1944 telah memuat butir-butir liberalisasi penerbangan. Ada 
sebanyak 8 tingkat kebebasan di udara atauFreedom of The Air yang 
diketahui, tetapi dalam prakteknya hanya lima yang secara konsisten 
dijalani (http://en.wikipedia.org/wiki/Open_skies, diakses tanggal 
11Februari 2017). Saat ini, Freedom of The Air yang biasa disingkat 
Freedom ini menjadi acuan dalam penentuan kebijakan open sky. 
Lima Freedom tersebut adalah sebagai berikut : 
1)  Hak untuk melintasi negara tanpa melakukan pendaratan, 
2)  Hak untuk mendarat di negara lain untuk keperluan teknis, 
seperti mengisi bahan bakar, 
3)  Hak untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos secara 
komersial dari negara sendiri ke pihak lain, 
4)  Hak untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos secara 
komersial dari pihak lain ke negara sendiri, dan  
5)  Hak untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos secara 
komersial dari atau negara ketiga. 
4.2. Tujuan Open Sky Policy 
Tujuan utama dari adanya open sky policy adalah untuk 
meliberalisasi aturan untuk pasar penerbangan internasional dan 
meminimalkan intervensi pemerintah - ketentuan berlaku untuk 
penumpang, semua kargo dan transportasi udara dan mencakup 
kombinasi kedua layanan terjadwal dan charter, atau untuk 
menyesuaikan rezim dimana penerbangan negara berbasis militer dan 
lainnya dapat diizinkan 
(http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/2006/22281.htm, diakses 13 
Februari 2017) 
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Open sky policy menghapus segala bentuk pelarangan di bidang 
layanan penerbangan antar negara demi untuk memajukan travel dan 
perusahaan perdagangan yang sedang berkembang, produktivitas, 
kesempatan kerja dengan kualitas tinggi, dan pertumbuhan ekonomi. 
Mereka melakukannya dengan cara mengurangi interferensi 
pemerintah pada keputusan niaga perusahaan pengangkutan udara, 
membebaskan mereka untuk menyediakan jasa pelayanan udara yang 
dapat dijangkau, nyaman, dan efisien. 
Dengan kata lain, open sky policy memperbolehkan perusahaan 
pengangkutan udara untuk membuat keputusan pada rute, kapasitas, 
dan harga, dan pilihan yang beragam untuk menyewa dan kegiatan 
penerbangan lain termasuk hak-hak code sharing yang tidak terbatas. 
Kebijakan-kebijakan open sky sangat sukses karena mereka 
berhubungan langsung dengan globalisasi perusahaan penerbangan. 
Dengan memperbolehkan akses tidak terbatas perusahaan 
pengangkutan udara ke negara-negara pelaku/peserta 
penandatanganan dan akses tidak terbatas untuk menengah dan diluar 
batas-batas, perjanjian seperti itu menyediakan fleksibilitas 
operasional yang maksimal untuk partner perserikatan perusahaan 
penerbangan (http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/2006/22281.htm, 
diakses 13 Februari 2017). 
4.3. Kerjasama Open Sky 
Selama dua puluh lima tahun terakhir telah terlihat perubahan 
signifikan yang bermanfaat dalam peraturan penerbangan. United 
States (U.S) mulai mengikuti open sky policy pada tahun 1979 dan 
pada tahun 1982, telah menandatangani 23 (dua puluh tiga) perjanjian 
bilateral mengenai layanan udara di berbagai penjuru dunia, 
kebanyakan dengan negara kecil. Langkah besar diambil pada tahun 
1992 ketika Belanda menandatangani open sky policy pertama dengan 
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U.S. dan mengesampingkan penolakan oleh masyarakat Uni Eropa. 
Hal ini memberikan kedua negara hak pendaratan yang tidak terbatas 
di wilayah satu sama lain. Normalnya, hak pendaratan diberikan untuk 
beberapa penerbangan terbatas setiap/per minggu ke tempat tujuan 
yang terbatas (http://en.wikipedia.org/wiki/Open_skies,diakses13 
Februari 2017). 
Kebijakan dari open sky tersebut kebanyakan merupakan 
perjanjian sipil yang meliputi : 
1. Kompetisi pasar bebas  
2. Harga ditentukan oleh kebutuhan pasar  
3. Kesempatan yang adil dan setara untuk berkompetisi/bersaing  
4. Pengaturan kerjasama dalam hal pemasaran  
5. Ketetapan dalam konsultasi dan penyelesaian perselisihan  
6. Pengaturan undang undang yang liberal. “liberal charter 
arrangement”  
7. Keselamatan dan keamanan  
8. Hak pilihan ke delapan mengenai muatan saja “all 
cargo” (http://en.wikipedia.org/wiki/Open_skies, diakses 13 
Februari 2017) 
Pada  november  tahun  2000  United  States  (U.S)   
menandatangani Multilateral Agreement on the Liberalization of 
International Air Transportation (MALIAT) bersama New Zeland, 
Singapura, Brunei dan Chili. MALIAT diresmikan pada tanggal 1 Mei 
2001 di Washington DC. Samoa dan Tonga juga telah terakses ke 
dalam MALIAT. Komisi Eropa sebagai badan supranasional sedang 
dalam negosiasi dengan U.S dalam komunitas perjanjian layanan 
udara atau air service agreement dengan isu yang dihadapi antara lain: 
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1)  Cabotage membuka hubungan dan pembicaraan mengenai 
jaringan di kedua pihak di Atlantis akan menjadi perdebatan 
sengit.  
2)  Peraturan U.S dalam kepemilikan asing. Hal ini dibuat secara 
untuk melindungi jasa pengangkutan mereka dan juga untuk 
memuaskan militer U.S yang mengurus cadangan armada udara 
sipil. Dengan cara menarik armada komersial untuk melakukan 
pengangkutan pada saat keadaan darurat negara. Maskapai 
penerbangan, sebagai quid pro quo, mendapatkan keuntungan 
dari prioritas pengangkutan untuk anggota pemerintahan dan 
militer.  
3)  Posisi bebas pajak penerbangan United States America-Eropa 
Union  
4)  Mungkin juga ada masalah dalam harmonisasi kerangka 
kebijakan antitrust (untuk melindungi diri masing masing dari 
ketamakan). 
USA telah menandatangani lebih dari 70 (tujuh puluh) open sky 
policy bilateral dengan negara-negara dari setiap daerah di dunia dan 
pada setiap level perkembangan ekonomi, termasuk beberapa 
perjanjian mengenai operasi kargo. Adanya open sky policy tidak 
tertutup adanya permasalahan untuk mendapatkan kekuasaan, yang 
mana sebuah negara bagian mesti dikenal sebagai pemilik hak de facto 
dan de jure atas wilayah kekuasaannya, tanah, laut dan udara yang 
ditetapkan dalam batas batas teritori. Setelah sebuah negara bagian 
menjadi nyata, konsep pelanggaran diterapkan ke setiap batas negara 
yang dimasuki tanpa izin. Karena itu, apakah itu keinginan pribadi 
untuk melewati batas negara, kapal yang memasuki atau melewati 
perairan teritori, atau pesawat yang ingin melewati batas wilayah 
membutuhkan persetujuan terlebih dahulu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Open_skies, diakses 13 Februari 2017). 
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Kepada yang tidak memiliki surat izin, setidaknya akan dapat 
ditahan dan diproses oleh pengadilan. Paling buruknya, bisa dianggap 
tindakan perang. Contohnya pada tahun 1983, Korean Air dengan 
nomor penerbangan 007 kehilangan arahnya diatas wilayah udara Uni 
Soviet dan ditembak jatuh. Untungnya, kesalah pahaman seperti itu 
jarang terjadi. 
Sejak perang dunia II, mayoritas negara bagian telah 
menginvestasikan kebanggaan negara dalam penciptaan dan 
pertahanan perusahaan penerbangan. Transportasi udara berbeda 
bedadalam bentuk komersil, bukan hanya karena ini mempunyai 
komponen internasional yang besar, tapi juga karena banyak dari 
perusahaan penerbangan yang secara keseluruhan atau sebagian 
dimiliki oleh pemerintah. Demikian, semakin berkembangnya 
kompetisi internasional, berbagai tingkat perlindungan pun dilakukan. 
Negara lain yang telah menerapkan kebijakan open sky yaituUS-
Canada. Setelah mengikuti kebijakan konservatif pada tahun 1980 dan 
awal 1990, Canada mengadopsi kebijakan penerbangan internasional 
yang baru pada tahun 1994. Kebijakan tersebut berusaha memberikan 
konsumen pilihan yang lebih baik dengan cara melakukan pendekatan 
“use it or lose it” kepada Canadian International Route Right dan 
dengan cara memfasilitasi akses perusahaan pengangkutan asing 
kedalam pasar Canada. Kebijakan open sky diberlakukan terhadap 
Canada dan United States (US) pada tahun 1995 awal yang mana 
mempunyai beberapa ketentuan yaitu : 
1)  Pesawat Cananda dan US bebas melewati cross-border services 
(tanpa ada pembatasan ukuran, kapasitas, frekuensi atas 
pesawat). 
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2)  Perjanjian 1995 menyediakan perusahaan penerbangan Canada 
tempat terbatas di bandara Chicago (O’Hare) and New York (La 
Guardia).  
3)  Proses untuk menyetujui bahwa tarif Canada-US telah 
diliberalisasi. 
4)  Pesawat Cananda dan US bebas melewati cross-border cargo 
services. 
Diikuti dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, lalu lintas 
udara Canada dan US meningkat, pada tahun 1994 penumpang 
mencapai 13,6 juta dan di tahun 1999 penumpang meningkat menjadi 
mendekati 20 juta penumpang. 
5. ASEAN Open Sky Policy 
Pada Desember 1995 bertepatan dengan berlangsungnya The 
Fifth Summit di Bangkok di mana para pemimpin ASEAN 
memutuskan untuk memasukkan perkembangan terhadap open sky 
dalam The Plan of Action for Transport and Communication (1994-
1996). Di tahun yang sama pula diselenggarakan pertemuan pertama 
di Bali dan The ASEAN Transport Minister setuju untuk melakukan 
kerjasama dalam The Development of a Competitive Air Transport 
Service Policy yang merupakan tahap awal dari open sky policy. 
Secara spesifik ASEAN Open Sky Policy merupakan: 
1)  Perkembangan peraturan liberalisasi terhadap layanan angkutan 
udara. 
2)  Penerapan liberalisasi dan pengaturan layanan udara yang lebih 
fleksibel, khususnya pada sub-regional ASEAN (Indonesia, 
Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand) dan East 
ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang terdiri dari Laos, 
Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. 
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Tahun 2015 diadakan ASEAN Open Sky yang merupakan 
kebijakan untuk membuka wilayah udara antar sesama anggota 
ASEAN. Kebijakan ini merupakan bentuk liberalisasi angkatan udara 
yang telah menjadi komitmen kepala negara dari masing-masing 
anggota dalam Bali Concord II yang dideklarasikan pada KTT 
ASEAN tahun 2003. 
Dalam Bali Concord II disebutkan cita-cita terbentuknya 
ASEAN Economic Comunity 2020 dengan angkutan udara menjadi 
salah satu dari 12 sektor yang akan diintegrasikan pada tahun 2010. 
Kekuatan dari negara-negara ASEAN ini harus segera dipersatukan 
layaknya Eropa dengan Uni Eropa-nya untuk menghadapi tantangan 
dan persaingan dari negara besar Asia, seperti Cina dan India. 
Untuk penerbangan sendiri, tahap-tahap menuju ke arah sana 
mulai dilakukan. Tahun 2008 pembatasan untuk penerbangan antar 
ibukota negara ASEAN dihapus. Menyusul kemudian hak angkut 
kargo pada tahun 2009 dan diikuti hak angkut penumpang tahun 2010 
dengan puncaknya  ASEAN Single Aviation Market tahun 2015 yang 
tertuang dalam The ASEAN Air Transport Working Group: “The 
Roadmap for the Integration of ASEAN: Competitive Air Services 
Policy”. 
Dasar kebijakan ASEAN Open Sky Policy adalah liberalisasi 
pasar industri penerbangan ASEAN. Melalui kebijakan ini, maskapai 
penerbangan ASEAN yang disepakati diijinkan terbang ke kota-kota 
lain intra 10 negara anggota ASEAN. Indonesia mengikutsertakan 
lima bandara internasionalnya di lima kota dalam program ini, yakni 
Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan Makassar yang akan 
menghubungkan dengan sekitar 45 kota lain di kawasan ASEAN 
(https://jihanyulanda16.wordpress.com/category/uncategorized, 
diakses tanggal 17 Februari 2017). 
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Berdasarkan data statistik yang dimiliki Sekretariat ASEAN, 
Indonesia adalah anggota ASEAN yang memiliki jumlah bandara 
terbanyak di kawasan ini, dengan total bandara sejumlah sebanyak 
163 bandara domestik dan 27 bandara internasional disusul Filipina 
berada ditempat kedua terbanyak di ASEAN dengan 85 bandara 
domestik dan 9 bandara internasional. Bandara domestik adalah 
bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani 
rute penerbangan dalam negeri, sedangkan bandara internasional 
adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang 
melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari 
dan ke luar negeri (http://www.djpp.depkumham.go.iddiakses tanggal 
17 Februari 2017). 
Namun demikian, tidak semua bandara internasional di 
Indonesia dibuka sebagai bandara internasional utama (primer) untuk 
menerima open sky. Indonesia mengkategorikan bandara 
internasionalnya ke dalam empat kategori yaitu bandara internasional 
utama (primer), bandara internasional regional, bandara internasional 
untuk penerbangan haji, dan bandara internasional angkutan kargo; 
dan sejauh ini baru 5 bandara internasional yang dibuka sebagai 
bandara internasional primer (http://www.dephub.go.id/read/konten-
statis/2168, diakses tanggal 11 Februari 2015). Kelima bandara 
internasional primer tersebut yaitu Bandara Soekarno-Hatta; Bandara 
Juanda; Bandara Ngurah Rai; Bandara Kuala Namu); serta Bandara 
Sultan Hasanudin yang dibuka untuk open  sky, sementara itu 
pembukaan akses penerbangan internasional ke bandara internasional 
lainnya di Indonesia diatur dalam perjanjian bilateral 
(http://bataviase.co.id/detailberita-10522533.html, diakses tanggal 15 
Februari 2017). 
Tabel 2.1. Kota-kota yang Terbuka untuk ASEAN Open Sky 
  
 
 
48 
Negara Kota yang dibuka untuk ASEAN Open Sky 
Indonesia Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, Makassar 
Brunei Bandar Seri Begawan 
Singapura Singapura 
Malaysia Semua kota dengan bandara internasional (saat ini terdapat 
8 bandara internasional) 
Thailand Semua kota dengan bandara internasional (saat ini terdapat 
9 bandara internasional) 
Filipina Semua kota dengan bandara internasional (saat ini terdapat 
12 bandara internasional) 
Cambodia Semua kota dengan bandara internasional (saat ini terdapat 
3 bandara internasional) 
Laos Semua kota dengan bandara internasional (saat ini terdapat 
3 bandara internasional) 
Myanmar Semua kota dengan bandara internasional (saat ini terdapat 
3 bandara internasional) 
Vietnam Semua kota dengan bandara internasional (saat ini terdapat 
8 bandara internasional) 
Sumber: INACA Annual Report 2012 hal – 26 
Dasar kebijakan ASEAN Open Sky Policy adalah liberalisasi 
pasar industri penerbangan ASEAN. Melalui kebijakan ini, maskapai 
penerbangan ASEAN yang disepakati diijinkan terbang ke kota-kota 
lain intra 10 negara anggota ASEAN. Indonesia mengikutsertakan 
lima bandara internasionalnya di lima kota dalam program ini, yakni 
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Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan Makassar yang akan 
menghubungkan dengan sekitar 45 kota lain di kawasan ASEAN. 
Dalam kerjasama open sky terdapat sekumpulan aspek kebijakan 
yang dilakukan secara berbeda, misalnya deregulasi kapasitas dan 
penghapusan kendali pemerintah atas harga yang ditetapkan, sehingga 
berdampak pada melonggarnya peraturan-peraturan dalam industri 
jasa transportasi udara. Strategi open sky ini sendiri dapat dilakukan 
oleh negara-negara baik secara bilateral, regional, maupun 
multilateral. Secara khusus, open sky mendorong terjadinya kompetisi 
yang makin ketat antara maskapai-maskapai penerbangan, 
memungkinkan maskapai-maskapai dari negara ketiga untuk dapat 
melayani rute-rute yang ada diantara dua negara dan memberi 
keleluasaan bagi para maskapai untuk mengembangkan rute-rute dan 
jaringan layanan yang ingin maskapai-maskapai tersebut pilih. 
Perjanijan open sky umumnya mencakup beberapa ketentuan 
yang mengikat negara anggota tersebut, yaitu: open market level 
playing field, pricing, cooperative marketing agreement, dispute 
resolution, charter market, safety and security, dan optional 7th 
freedom of cargo rightseperti yang sudah dijelaskan di atas 
(http://membunuhindonesia.net/2015/01/indonesia-menghadapi-asean-
open-sky-2015/html, diakses tanggal 12 Februari 2017). 
6. Pariwisata Indonesia 
Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu sektor yang 
memberikan sumbangan tertinggi terhadap perolehan devisa negara. 
Aktivitas pariwisata merupakan salah satu bentuk ekspor perdagangan 
jasa, di mana sektor pariwisata merupakan satu-satunya sektor yang 
secara konstan memberikan kontribusi positif dalam neraca 
perdagangan jasa Indonesia (Lumaksono et al. 2012). Kepariwisataan 
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Indonesia sendiri diatur dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan yang menggantikan UU No. 9 Tahun 1990.  
Sektor pariwisata juga merupakan satu-satunya sektor jasa yang 
termasuk dalam sepuluh komoditas ekspor dengan kontribusi terbesar 
terhadap penerimaan devisa negara selain komoditas ekspor unggulan 
yang lain seperti minyak dan gas bumi, minyak kelapa sawit, karet 
olahan, pakaian jadi, alat listrikm tekstil, kertas dan barang dari kertas, 
makanan olahan, dan bahan kimia (Kemenparekraf 2012). 
Tabel 2.2. Nilai Pertumbuhan dan Urutan Sumbangan Devisa dari Sektor 
Pariwisata terhadap Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2004 – 2011 
Tahun Nilai Devisa Pertumbuhan Urutan 
2004 4797.88 18.85 2 
2005 4521.90 - 5.75 3 
2006 4447.98 - 1.63 6 
2007 5345.98 20.19 5 
2008 7347.60 37.44 4 
2009 6297.99 - 14.29 3 
2010 7603.45 20.73 4 
2011 8554.00 12.50 5 
Sumber: Kemenparekraf (2012) 
Berdasarkan tabel di atas nilai sumbangan devisa dari sektor 
pariwisata pada tahun 2004-2011 mengalami fluktuasi. Pada tahun 
2004 pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar kedua 
setelah minyak dan gas bumi. Namun pada tahun 2005 dan 2006 
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mengalami penurunan. Ancaman bom Bali dan kenaikan harga BBM 
di Indonesia disebutkan menjadi salah satu penyebab menurunnya 
jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Tahun 2007 hingga 2009 
sektor pariwisata mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2008 
terjadi krisis moneter secara global yang menyebabkan nilai devisa 
menurun, namun pariwisata berada di urutan keempat pada 
penyumbang devisa negara dan menunjukkan bahwa pariwisata 
mampu bertahan walaupun dalam kondisi krisis ekonomi. Dan 
meskipun di tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan namun nilai 
devisa yang disumbangkan mengalami kenaikan. 
Indonesia memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi karena 
keragaman kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya.Di Indonesia 
terdapat ribuan objek wisata yang tersebar di berbagai pulau, baik 
berupa objek wisata komersial, maupun objek wisata peninggalan 
bersejarah. Berdasarkan Statistik Infrastruktur Indonesia 2011, 
Indonesia memiliki 3939 objek wisata peninggalan bersejarah 
(historical heritage), yang terdiri atas 953 bangunan bersejarah, 203 
jembatan bersejarah, 246 candi, 62 pelabuhan bersejarah, 115 stasiun 
kereta api bersejarah, dan 2360 tempat spiritual bersejarah. Indonesia 
juga memiliki 3672 objek wisata komersial, yang terdiri atas 51 kebun 
binatang, 558 wisata tirta, 188 agrowisata, 393 wisata budaya, 985 
taman rekreasi, dan 1497 wisata alam. Sebagian besar objek wisata 
tersebut dikelola oleh pihak swasta atau non-pemerintah.Lokasi objek 
wisata peninggalan bersejarah paling banyak terdapat di Provinsi Jawa 
Tengah, sedangkan objek wisata komersial paling banyak terdapat di 
Provinsi Jawa Barat (BPS 2012). 
Pemerintah telah menjadikan pariwisata sebagai leading sector 
pembangunan perekonomian nasional dengan menempatkan sebagai 
sektor penghasil devisa terbesar, memberikan kontribusi terhadap 
PDB nasional yang tinggi, serta menciptakan  lapangan kerja yang 
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luas. Maka dari itu talah ditetapkan10 destinasi wisata di Kawasan 
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu: 
- Candi Borobudur (Jawa Tengah) 
- Gunung Bromo Tengger – Semeru (Jawa Timur) 
- Kepulauan Seribu (DKI Jakarta) 
- Tanjung Lesung (Banten) 
- Mandalika (Lombok-NTB) 
- Labuhan Bajo (NTT) 
- Wakatobi (Sulteng) 
- Morotau (Malut) 
- Tanjung Kelayang (Babel) 
- Danau Toba (Sumut) 
Dengan adanya KSPN membuat penerbangan semakin mampu 
mengkonsentrasikan wilayah cakupan penerbangannya dalam upaya 
memaksimalkan pengangkutan wisatawan baik nasional maupun 
mancanegara. 
7. Pariwisata ASEAN 
Dalam wilayah regional ASEAN, sektor pariwisata termasuk 
dalam dua belas sektor prioritas liberalisasi dalam rangka tercapainya 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. MEA merupakan suatu 
bentuk integrasi ekonomi regional yang terutama bertujuan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota dan 
memperkuat daya saing ekonomi kawasan menghadapi persaingan 
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dari negara lainnya. Sektor pariwisata merupakan satu dari lima sektor 
jasa yang termasuk dalam prioritas liberalisasi, dimana liberalisasi 
jasa berarti dibukanya sektor dan subsektor jasa dengan 
menghilangkan hambatan akses pasar dan menerapkan perlakuan 
nasional (Winantyo et al. 2008).  
Menurut Pangestu (2012), dalam rangka liberalisasi pariwisata, 
pemerintah negara-negara ASEAN sepakat akan mempermudah 
konektivitas antar negara ASEAN, salah satunya adalah melalui 
program ASEAN Framework Agreement for Visa Exemption yang 
memungkinkan adanya pelonggaran persyaratan pembuatan visa bagi 
warga ASEAN. Program ini akan mendorong peningkatan konsumsi 
pariwisata antar negara ASEAN. Penerapan liberalisasi pariwisata 
antar negara ASEAN, selain akan meningkatkan potensi pangsa pasar, 
juga akan meningkatkan persaingan. Sama seperti Indonesia, negara-
negara ASEAN lainnya juga menjadikan ASEAN sebagai pangsa 
pasar utama pariwisata di negaranya masing-masing. Pariwisata intra-
ASEAN paling banyak dikuasai oleh Malaysia dengan nilai share 59.1 
persen pada tahun 2009. Thailand dan Singapura masing-masing 
memegang share 12.9 persen dan 11.7 persen. Sedangkan, Indonesia 
hanya memegang share 5.1 persen (ASEAN Statistival Yearbook 
2010).  
Saat ini, dalam pasar intra-ASEAN, permintaan pariwisata 
Indonesia belum menunjukkan performa yang maksimal. Tingkat daya 
saing kompetitif pariwisata Indonesia berdasarkan TTCI 2011 berada 
di posisi ke-74 dari 139 negara di dunia dengan skor 4.00, sedangkan 
Singapura berada di posisi ke-10 dengan skor 5.23, Malaysia berada di 
posisi ke-35 dengan skor 4.59, Thailand berada di posisi ke-41 dengan 
skor 4.47, dan Brunei Darussalam berada di posisi ke-67 dengan skor 
4.07.   
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Tabel 2.3. Urutan Daya Saing Pariwisata Negara-Negara ASEAN Berdasarkan 
TTCI (The Travel and Tourism Competitive Index) 
Negara 
2011 2009 
Urutan 
dalam pasar 
regional 
Urutan 
dalam 
pasar dunia 
Urutan 
dalam pasar 
regional 
Urutan 
dalam 
pasar dunia 
Singapura 1 10 2 10 
Malaysia 7 35 7 32 
Thailand 10 41 8 39 
Brunei 
Darussalam 
11 67 12 69 
Indonesia 13 74 15 81 
Vietnam 14 80 16 86 
Filipina 18 94 17 89 
Kamboja 21 109 21 108 
Sumber: TTCI 2011 dan TTCI 2009 
Daya saing kompetitif pariwisata di Indonesia tergolong rendah 
dibanding dengan negara ASEAN yang lain dan di dunia. Padahal 
Indonesia memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi seperti kekayaan 
wisata alam dan budaya. Namun, Indonesia masih memiliki peluang 
untuk memfokuskan ekspor pariwisata di pasar ASEAN jika Indonesia 
memiliki keunggulan komparatif yang tinggi dengan memaksimalkan 
potensi alam dan budaya yang ada. 
 
 
  
 
 
55 
8. Teori Kebijakan Publik 
8.1. Pengertian Kebijakan Publik 
Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik 
sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu 
krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano 
sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa 
kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap 
sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-
masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa 
kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan 
secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok 
yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, 
dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. 
David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) 
memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative 
allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan 
bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang 
secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan 
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 
diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini 
disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a 
political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang 
terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai 
tanggungjawab dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik 
mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak 
diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama 
waktu tertentu. 
Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai 
apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy). Salah 
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satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Eyestone 
dalam bukunya The Threads of Policy, yang menyatakan bahwa 
secara luas kebijakan publik didefinisikan sebagai hubungan suatu 
unit pemerintah dengan lingkungannya (Eyestone. R., The Threads of 
Policy: A Study in Policy Leadership 4th ed., Indianapolis: 
Babbsmerril., 2005 : 76). Konsep ini mengandung pengertian yang 
sangat luas dan kurang pasti, karena apa yang dimaksud dengan 
kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.  
Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. 
Dye dalambukunya Understanding Public Policy yang menyatakan 
bahwa kebijakan publik adalah segala hal yang dipilih oleh 
pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Dye T. R., 
Understanding Public Policy 6th ed., New Englewood Cliffs: Prentice 
Hall. Inc., 2005 : 89). Definisi ini dibuatnya dengan menggabungkan 
beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswel, Kaplan, dan 
Friedrich. Easton dalam Ball menyebutkan bahwa kebijakan 
pemerintah sebagai kekuasaan untuk mengalokasi nilai-nilai bagi 
masyarakat secara keseluruhan (Ball T., “Political Theory and 
Political Science: Can This Marriage be Saved?”, Theoria: Journal of 
Social and Political Theory, 2007:1-22). Sementara itu Lasswell dan 
Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. 
Dengan kata lain kebijakan adalah program yang diproyeksikan 
dengan mendasarkan pada tujuan, praktik, dan kemungkinan 
implementasinya. Carld Friedrich menyatakan bahwa hal paling utama 
bagi sebuah kebijakan adalah adanya tujuan (goal), sasaran 
(objective), dan kehendak (purpose) (Lasswell & Kaplan, 2000 : 120). 
William Dunn menyebutkan setidaknya terdapat 3 hal yang 
harus diperhatikan dalam menentukan alternatif dari kebijakan publik, 
antara lain (Friedrich J. C., 2003 : 111): 
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1) Effectiveness, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai 
sasaran yang telah dirumuskan. 
2) Efficiency, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil seimbang 
dengan sumber daya yang tersedia. 
3) Adequacy, yaitu apakah kebijakan itu sudah memadai untuk 
memecahkan masalah yang ada. 
Lebih lanjut William Dunn menambahkan bahwa kebijakan 
yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: (William 
Dunn, 2004 : 36). 
1) Technical feasibility, yaitu kriteria yang mengukur seberapa jauh 
suatu alternatif kebijakan dapat memecahkan masalah yang 
dihadapi. 
2) Economic and financial possibility, yaitu alternatif yang mungkin 
dibiayai dari dana yang dimiliki dan berapa besar aspek finansial 
dalam hal return on investment yang mungkin diperoleh. 
3) Political viability, yaitu bagaimana efek atau dampak politik yang 
akan dihasilkan para pembuat keputusan, legislator, pejabat, dan 
kelompok politik lainnya dari masing-masing alternatif 
kebijakan. 
4) Administrative capability, yaitu menyangkut kemampuan 
administrasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 
atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan 
tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi 
kepentingan publik.Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya 
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tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang 
mengikat dan memaksa. 
Sebuah kebijakan yang diambil pemerintah, mau tidak mau 
pastilah menimbulkan dampak baik positif maupun negatif bagi 
masyarakat publik. Dampak positif berarti dampak yang memang 
diharapkan oleh pembuat kebijakan sebagai akibat dari implementasi 
kebijakan tersebut dan memberikan manfaat bagi lingkungan obyek 
kebijakan. Sedangkan dampak negatif merupakan dampak yang tidak 
memberikan manfaat dan biasanya tidak berhasil diantisipasi pada 
tahap perumusan kebijakan. Sebuah kebijakan publik biasanya tidak 
bersifat spesifik dan sempit, tetapi bersifat luas dan berada pada 
tatanan strategis (Abidin S. Z., 2012 : 112). 
Oleh karena itu kebijakan publik memiliki fungsi sebagai 
pedoman umum untuk penyusunan kebijakan dan keputusan-
keputusan khusus di bawahnya. Contoh implementasinya adalah 
seorang Presiden bertugas untuk membuat kebijakan yang bersifat 
umum, sedangkan Menteri akan membuat kebijakan dalam ruang 
lingkup sektoral, dan pejabat Eselon I dan Eselon II akan membuat 
kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis. 
8.2. Kebijakan Internasional 
Kebijakan publik apabila diletakkan dalam konteks 
internasional, yaitu berkaitan dengan pedoman sebuah negara dalam 
berhubungan dengan negara lain atau pedoman mengambil sikap 
dalam sebuah komunitas global, maka kebijakan publik tersebut 
berlaku sebagai kebijakan internasional. Globalisasi membuat pasar 
dan perusahaan tumbuh melampaui batas-batas negara. Hampir bisa 
dipastikan, dalam rangka melindungi kepentingan warga negaranya, 
kebijakan internasional yang diambil oleh pemerintah akan mengikuti 
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tren ini. Dengan demikian kebijakan yang diambil akan banyak 
melibatkan dimensi internasional. (Graham, E. M., J. D. Richardson, 
2007 : 257). 
Kebijakan dan koordinasi beserta analisa dampak secara 
internasional semakin dikedepankan dalam rangka pembuatan 
kebijakan. Walaupun dalam hal ini pemerintah cenderung masih 
memperdebatkan mengenai sektor-sektor apa saja yang perlu 
diperhatikan untuk diikoordinasikan secara internasional dan sejauh 
apa jangkauan dari koordinasi tersebut (Shapiro C., H. R. Varian, 
2005 : 119). 
Kebutuhan akan kebijakan internasional sejalan dengan teori 
“kebergantungan kompleks” yang dipopulerkan oleh Joseph Nye dan 
Robert Keohane. Teori ini menyatakan kesejahteraan sebuah negara 
dalam era globalisasi akan saling bergantung dengan negara lain. 
Dengan kata lain dalam era globalisasi kesejahteraan suatu negara 
akan ditentukan oleh bagaimana negara tersebut ikut ambil bagian 
dalam usaha mensejahterakan negara lainnya, terutama yang memiliki 
hubungan dekat dalam hal politik (Nye J. dan Keohane R., 2007). 
Kedua penulis di atas lebih lanjut menganalisis bagaimana 
politik internasional suatu negara ditransformasikan oleh saling 
kebergantungan itu sendiri. Fenomena yang mereka amati adalah 
berbagai koneksi transnasional dan kebergantungan antara negara dan 
masyarakat suatu negara semakin meningkat, terutama dalam bidang 
ekonomi, sedangkan di sisi lain penggunaan kekuatan militer sebagai 
penyeimbang kekuatan semakin berkurang, walaupun tetap 
memegang peranan penting (Crane T. G. dan Amawi A., 2007). Selain 
itu dalam penggunaan konsep saling kebergantungan Nye dan 
Keohane juga menekankan pentingnya pembedaan antara istilah 
“kebergantungan”, yang bersifat interaksional dua arah dan 
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”tergantung”, yang lebih bersifat satu arah dalam menganalisa peran 
politik dari pemerintah suatu negara. Nye dan Keohane menambahkan 
bahwa berkurangnya peran kekuatan militer sebagai alat kebijakan 
dan meningkatnya peran faktor ekonomi dan faktor lainnya di luar 
militer akan semakin meningkatkan kemungkinan terciptanya 
kerjasama antar negara. Di sinilah diperlukan kebijakan internasional 
dalam rangka mengorganisir dan mengarahkan potensi ekonomi yang 
dimiliki oleh suatu negara. 
Pengertian lebih lanjut mengenai kebijakan internasional 
merujuk pada pertukaran informasi pemerintah antar negara yang 
memiliki fungsi untuk penyelarasan tujuan ekonomi politik. 
Koordinasi ini juga mencakup pelaksanaan tindakan dan wewenang 
pemerintah yang pendelegasiannya dapat diberikan pada institusi di 
luar batas negara (Cooper, R. N., 2005 : 95-114). 
Karena sifat kebijakan yang mengikat kedua negara dan 
memberikan dampak ekonomi yang bersifat luas dan melibatkan pihak 
di luar lingkup kebijakan itu sendiri (economic spillovers) seringkali 
kedua negara dihadapkan pilihan-pilihan yang saling kontradiktif 
beserta konsekuensinya masing-masing. Economic Spillovers adalah 
eksternalitas yang melibatkan dan memberikan dampak tidak hanya 
bagi pelaku kegiatan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung. 
Sebagai contoh industri pertambangan akan memberikan dampak bagi 
lingkungan sekitar berupa berkurangnya kesuburan tanah (Liebowitz, 
2004 : 133–150). 
8.3. Urgensi Kebijakan Politik 
Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 
16-19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye 
(1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik 
penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu: 
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1) Alasan Ilmiah 
Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh 
pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses 
perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi 
masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai 
variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel 
independen (independent variable). Kebijakan dipandang 
sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada 
faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu 
menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi 
kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel 
independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan 
tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh 
terhadapo kebijakan publik. 
2) Alasan professional 
Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk 
menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna 
memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. 
3) Alasan Politik 
Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar 
pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna 
mencapai tujuan yang tepat pula. 
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8.4. Tahap-Tahap Kebijakan Politik 
Diagram 2.5. Tahap-Tahap Kebijakan 
 
Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) 
8.5. Ciri-Ciri Kebijakan Publik 
Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik, bersumber 
pada kenyataan bahwa suatu kebijakan itu dirumuskanoleh beberapa 
orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para para 
ketua suku, tetua adat, para legislator, para eksekutif, para hakim, para 
administrator, para monarki dan lain sebagainya.  
Menurut David Easton, mereka inilah yang terlibat dalam 
urusan-urusan politik dari sistem politik dalam kesehariannya, dan 
dianggap oleh sebagian besar warga yang termasuk di dalam sistem 
politik itu sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas urusan-
urusan politik dan berhak untuk mengambil suatu tindakan tertentu 
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sepanjang tindakan tersebut masih berada dalam batas wilayah peran 
dan kewenangan mereka. 
Penjelasan di atas membawa implikasi tertentu terhadap 
konsep ciri-ciri kebijakan publik yaitu: 
1) Pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang 
mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan 
yang memiliki unsur keberuntungan, serba acak dan kebetulan. 
Kebijakan-kebijakan publik  dalam sistem politik modern pada 
umumnya bukanlah merupakan suatu tindakan yang serba 
kebetulan,  melainkan tindakan yang telah direncanakan. 
2) Kedua, pada hakikatnya, kebijakan terdiri atas tindakan-tindakan 
yang saling berkaitan dan memiliki pola yang mengarah pada 
suatu tujuan tertentu, yang dimana tindakan-tindakan ini 
dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan bukan merupakan 
keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan yang tidak 
hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang 
dalam suatu bidang tertentu, melainkan akan diikuti dengan 
keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi 
pemaksaan dalam pelaksanaannya. 
3) Ketiga, kebijakan  memiliki kaitan dengan apa yang telah 
dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang tertentu, 
misalnya dalam mengatur perdagangan , mengendalikan inflasi, 
atau menggalakkan program perumahan rakyat bagi masyarakat 
yang memiliki penghasilan rendah dan bukan hanya sekedar apa 
yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang 
tersebut. 
4) Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin 
juga berbentuk negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan 
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publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan 
pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi masalah 
tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif, kebijakan 
publikkemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat 
pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan 
tindakan apapun dalam suatu masalah dimana campur tangan 
pemerintah justru sangat diperlukan. 
8.6. Jenis Kebijakan Publik 
Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik 
berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson 
sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori 
kebijakan publik sebagai berikut: 
1) Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural 
Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang 
akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan 
prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat 
dijalankan. 
2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan 
redistributive 
Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau 
kemanfaatan pada masyarakat atau individu.Kebijakan 
regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau 
pelaranganterhadap perilaku individu atau kelompok 
masyarakat.Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan 
kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, 
pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam 
masyarakat. 
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3) Kebijakan materal versus kebijakan simbolik 
Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan 
keuntungan sumber daya komplet pada kelompok 
sasaran.Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang 
memberikan manfaatsimbolis pada kelompok sasaran. 
4) Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (public goods) 
dan barang privat (privat goods) 
Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur 
pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan 
privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan 
barangatau pelayanan untuk pasar bebas (Suharno, 2010 : 24-
25). 
8.7.  Kebijakan Publik Mengenai Transportasi 
Pelayanan publik (public service) atau pelayanan umum  
merupakan segala bentuk kegiatan dalam bentuk pelayanan jasa, baik 
dalam bentuk barang maupun jasa yang  menjadi tanggung jawab 
pemerintah. Didalam Keputusan Menteri Aparatur Negara  Nomor: 
Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang  Pedoman Umum Penyusunan Indeks 
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Pelayanan 
publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Kegiatan pelayanan publik sifatnya 
umum karena mencakup hajat hidup orang banyak. 
Pelayanan publik juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari 
hasil kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Kualitas 
pelayanan publik mencerminkan kinerja dari pemerintah itu sendiri. 
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Masyarakat merupakan objek yang merasakan langsung dari dampak 
pelayanan publik tersebut. Keberhasilan pemerintah dalam 
membangun pelayanan publik dilihat dari professionalisme, 
efektifitas, dan efisiensi. 
Pada prinsipnya transportasi publik adalah seluruh alat 
transportasi di mana penumpang tidak bepergian menggunakan 
kendaraann nya sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh White 
(1995) yang menyatakan bahwa kebijakan transportasi dibuat oleh 
negara itu meliputi semua moda termasuk penerbangan. Menurut 
Sukarto, transportasi publik adalah seluruh alat transportasi di mana 
penumpang tidak bepergian menggunakan kendaraannya sendiri 
(http://lisaherdiana.blogspot.co.id/2012/04/transportasi-udara.html 
diakses tanggal 23 April 2017). 
Secara teoritik transportasi publik yang baik seharusnya dapat 
mengangkut penumpang dari titik awal terdekat dari tempat 
keberangkatannya hingga titik akhir tempat tujuannya tanpa terhenti 
atau terpotong karena kekosongan armada (chain lost). Oleh sebab itu 
pemerintah perlu mendesain sistem transportasi publik yang memadai 
dengan berbagai moda yang ada. Kebijakan-kebijakan yang disusun 
oleh pemerintah harus memperhatikan semua apek yang berguna bagi 
masyarakat. Transportasi publik harus didesain sebaik mungkin agar 
memberikan rasa nyaman, aman, mudah, dan murah dijangkau oleh 
seluruh lapisan masyarakat.  
Pembangunan transportasi publik udara bertujuan untuk 
meningkatkan efisisensi pergerakan orang dan barang, memperkecil 
kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah serta mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional. Transportasi udara memiliki 
karakteristik khusus berupa keunggulan kecepatan dibandingkan 
dengan moda transportasi lainnya, namun transportasi udara 
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merupakan sub sektor transportasi yang sarat dengan aturan 
internasional. Interkoneksi antara transportasi udaradengan moda 
transportasi lainnya perlu dijamin, termasik adanya jaminan 
keselamatan penerbangan di wilayah Indonesia.  
Jaminan tersebut diwujudkan melalui kerjasama yang baik 
antara lembaga pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelola 
transportasi udara bersama operator bandara dan perusahaan 
penerbangan serta pemenuhan standar keselamatan penerbangan 
internasional yang telah ditetapkan oleh ICAO (International Civil 
Aviation Organization). Untuk itu perlu dilaksanakan kebijakan 
nasional dalam pengembangan transportasi udara sesuai dengan 
amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan dalam kerangka penyusunan Peraturan Pemerintah dan 
Peraturan Menteri terkait dengan pengaturan prosedur dan operasi 
penerbangan (Rencana Strategis Kemebterian Perhubungan Tahun 
2015, 3-30). 
9. Teori Ekonomi Kelembagaan 
9.1. Ekonomi Kelembagaan 
 Menurut North (1991) dalam Arsyad (2010), institusi atau 
kelembagaan adalah aturan – aturan (constraints) yang diciptakan oleh 
manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan 
ekonomi. Aturan – aturan tersebut terdiri dari aturan – aturan formal 
(misalnya: peraturan – peraturan, undang – undang, konstitusi) dan 
aturan – aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat 
istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut 
(enforcement). Secara bersama – sama aturan – aturan tersebut 
menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya 
perekonomian. Aturan – aturan tersebut diciptakan manusia untuk 
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membuat tatanan (order) yang baik dan mengurangi ketidakpastian 
(uncertainty) di dalam proses pertukaran. 
 Ekonomi Kelembagaan (Institutional Economics) adalah cabang 
ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi 
formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran 
makro maupun tataran mikro. Ekonomi Kelembagaan Lama (Old 
Institutional Economics) dan Ekonomi Kelembagaan Baru (New 
Institutional Economics). Ekonomi Kelembagaan Lama muncul pada 
awal abad ke-20. Menurut Rutherford (1994) dalam Arsyad (2010), 
Ekonomi Kelembagaan Lama ini dibangun dan berkembang di 
kawasan Amerika Utara, para tokohnya antara lain: Veblen, 
Commons, Mitchell dan Clarence Ayres. Ekonomi Kelembagaan 
Lama ini muncul sebagai kritik terhadap aliran neoklasik. Para tokoh 
Ekonomi 
Kelembagaan Lama mengkritik keras aliran neoklasik karena: 
1. Neoklasik mengabaikan institusi dan oleh karena itu 
mengabaikan relevansi dan arti penting dari kendala – kendala 
non anggaran (nonbudgetary constraints). 
2. Penekanan yang berlebihan kepada rasionalitas pengambilan 
keputusan (rational-maximizing self-seeking behaviour of 
individuals). 
3. Konsentrasi yang berlebihan terhadap keseimbangan 
(equilibrium) serta bersifat statis. 
4. Penolakan neoklasik terhadap preferensi yang dapat berubah 
atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan (Nabli & 
Nugent, 1989 dalam Arsyad, 2010). 
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Sementara itu, Ekonomi Kelembagaan Baru mencoba untuk 
menawarkan ekonomi lengkap dengan teori dan institusinya (Nabli & 
Nugent, 1989 dalam Arsyad, 2010). Ekonomi Kelembagaan Baru 
menekankan pentingnya institusi, tetapi masih menggunakan landasan 
analisis ekonomi neoklasik. Beberapa asumsi ekonomi neoklasik 
masih digunakan, tetapi asumsi tentang rasionalitas dan adanya 
informasi sempurna (sehingga tidak ada biaya transaksi) ditentang 
oleh Ekonomi Kelembagaan Baru. Menurut Ekonomi Kelembagaan 
Baru, institusi digunakan sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar. 
9.2. Peran Ekonomi Kelembagaan 
Peran penting kelembagaan dalam ekonomi adalah sebagai 
sarana untuk menurunkan ketidak pastian atau mengubahnya menjadi 
resiko. Turunnya ketidak-pastian membuat biaya transaksi menjadi 
lebih rendah, sehingga transaksi pasar atau perdagangan akan 
meningkat. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa perdagangan 
memberikan keuntungan bagi pelakunya, karena memungkinkan 
mereka untuk spesialisasi. Spesialisasi akan meningkatkan 
produktivitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran 
masyarakat dan aktivitas ekonomi. 
Peran lembaga terhadap perekonomian tersebut terkait dengan 
kondisi pasar yang ada. Jika kondisi pasar sudah terbuka dan 
terintegrasi, maka peran kelembagaan dalam mendorong 
perekonomian menjadi lebih besar. Jadi perlu diperhatikan mengenai 
pembangunan lembaga yang dapat mendukung berkembangnya pasar. 
Dengan adanya lembaga akan menjadikan sebuah regulasi 
menjadi lebih jelas arah tujuan dan dasar pembuatannya. Sehingga 
dari regulasi yang telah dibuat oleh baik itu lembaga pemerintah 
maupun non pemerintah akan menjadi sebuah kebijakan yang 
dilaksanakan oleh semua pihak guna tercapainya tujuan dari adanya 
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regulasi tersebut. Setelah regulasi  berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan oleh pembuat kebijakan maka akan terjadi perubahan baik 
secara signifikan maupun berkala dalam lembaga tersebut dan bahkan 
lingkungan di luar lembaga tersebut. Demikian dapat dikatakan 
sebuah regulasi dapat menjadikan sebuah alat peprubahan perilaku 
bagi manusia baik secara sosial ekonomi maupun budaya. 
9.3. Kelembagaan Dalam Sektor Transportasi 
Kelembagaan dalam sektor transportasi merupakan salah satu 
isu sentral, yakni bagaimana suatu kelembagaan dapat merespon 
tanggung jawab global permasalahan transportasi. Fungsi regulator 
kedepan sesuai amanat Undang-Undang sektor transportasi akan lebih 
mengarah ke pada stakeholder management, yakni mengelola potensi 
setiap pihak untuk semaksimal mungkin dimanfaatkan bagi 
penyediaan layanan transportasi nasional yang handal, berdaya saing, 
dan memberikan nilai tambah. Namun mengelola stakeholders pada 
pasar yang terbuka memberikan tantangan baru bagi pemerintah yang 
dibentuk, karena akan  muncul lebih banyak konflik yang harus 
dikelola dengan cara pandang yang jernih dan adil (Rencana Strategis 
Kementerian Perhubungan Tahun 2015, 3-32). 
Sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan yang mengatur pemisahan fungsi regulator dan operator 
bandar udara, dan menjawab hasil temuan ICAO USOAP, dalam 
penyediaan pelayanan oleh negara seperti penyediaan bandar udara, 
kalibrasi dan kesehatan penerbangan dalam 5 (lima) tahun ke depan 
akan dipisahkan menjadi pelaksanaan pelayanan oleh negara (State 
Operating Agency) dan pelaksana pembuat aturan (State Regulatory 
Agency) tanpa mengabaikan aspek keselamatan penerbangan. 
Pemisahan fungsi regulator dan operator bandar udara saat ini masih 
dilakukan secara internal. Untuk pelaksana pembuat aturan, telah 
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terbentuk 10 (sepuluh) kantor otoritas bandar udara melalui 
Permenhub Nomor PM.41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Dalam 5 (lima) tahun mendatang 
pelaksanaan pelayanan oleh negara akan mulai dipisahkan dari 
pelaksana pembuat aturan sebagaimana berikut :  
1)  Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di wilayah 
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa 
Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Kelaikan Udara dan 
Pengoperasian Udara, BLU Kesehatan Penerbangan, BLU 
Teknik Penerbangan, BLU Besar Kalibrasi Fasilitas 
Penerbangan;  
2)  Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Kalibrasi Fasilitas 
Penerbangan. sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Udara 
Nomor KP. 173 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Penyelenggara 
Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan (advisory circular part 
171-7) yang menyatakan bahwa penyelenggara kalibrasi fasilitas 
navigasi penerbangan adalah Pemerintah dan/atau Badan 
Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat untuk 
menyelenggarakan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. 
Oleh sebab itu dimungkinkan penyelenggara bandar udara 
dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia; 
3)  Pembentukan Balai Teknik Bandar Udara Rencana 
pembentukan Balai Teknik Bandar Udara akan digabungkan 
dengan Balai Elektronika yang saat ini telah berubah menjadi 
Balai Teknik Penerbangan (Permenhub Nomor KM.33 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik 
Penerbangan); 
4)  Pembentukan Majelis Profesi Penerbangan;  
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5)  Pembentukan Balai Sertifikasi Kelaikudaraan.  
9.4. Hubungan Kelembagaan dengan Biaya Transaksi dan Informasi 
Sebuah institusi muncul dan berkembang untuk meminimumkan 
biaya transaksi sehingga dapat meningkatkan kinerja perekonomian. 
Biaya transaksi tersebut antara lain berwujud biaya atas informasi, 
negosiasi, pengawasan, koordinasi dan pelaksanaan kontrak. Jika 
biaya transaksi berada pada tingkat minimal, hak kepemilikan 
(property rights) tidak menjadi bagian penting dalam konsep umum 
efisiensi, karena hak kepemilikan dapat disesuaikan dan diubah secara 
sukarela guna mendorong kenaikkan proses produksi. 
Menurut North dan Wallis (1994) dalam Yustika (2008), dalam 
kerangka relasi antara perubahan teknis dan kelembagaan, maka biaya 
transaksi adalah ongkos untuk lahan, tenaga kerja, kapital dan 
keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk mentransfer hak – 
hak kepemilikan (property rights) dari satu atau kelompok orang ke 
pihak yang lain. Biaya transaksi muncul karena adanya transfer 
kepemilikan atau hak-hak kepemilikan. Jika diperluas dengan 
memasukkan biaya perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan, maka 
Mburu dan Birner menganggap biaya transaksi sebagai ongkos yang 
muncul dari penciptaan dan implementasi kesepakatan kelembagaan. 
Oleh karena itu, yang dimaksud dengan biaya transaksi adalah biaya 
atas lahan, 25 tenaga kerja, kapital dan keterampilan kewirausahaan 
yang diperlukan untuk memindahkan (transfer) fisik menjadi output 
(Mburu, 2002 dalam Yustika, 2008). 
Menurut North (1990) dalam Yustika (2008), asumsi adanya 
informasi sempurna dan pertukaran tanpa biaya yang dibuat oleh 
model pasar persaingan sempurna tidaklah tepat.North melihat adanya 
biaya transaksi dalam pertukaran akibat adanya informasi yang tidak 
sempurna.North menyatakan bahwa biaya mencari informasi 
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merupakan kunci dari biaya transaksi yang terdiri dari biaya untuk 
mengerjakan pengukuran kelengkapan-kelengkapan yang 
dipertukarkan dan ongkos-ongkos untuk melindungi hak kepemilikan 
dan mengakkan kesepakatan. 
Besaran biaya transaksi juga bisa terjadi karena adanya 
penyimpangan dalam wujud: 
1) Penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan. 
2) Penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks dan prinsip 
yang beragam. 
3) Penyimpangan intertemporal, yang dapat berbentu kontrak yang 
timpang, responsivitas waktu yang nyata, ketersembunyian 
informasi yang panjang dan penyalahgunaan strategis. 
4) Penyimpangan yang muncul karena kelemahan dalam kebijakan 
kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan dan 
reformasi ekonomi. 
5) Kelemahan integritas yang dirujuk oleh James Wilson (1989) 
sebagai sovereign transactions. Jadi akar dari permasalahan ini 
adalah informasi yang kurang sempurna. 
Williamson (1981) dalam Yustika (2008) mengompilasi tiga 
sifat utama dari transaksi, yaitu: 
1) Derajat ketidakpastian inklusif dalam setiap transaksi. Misalnya, 
produksi pertanian berisiko karena variabilitas iklim, masalah – 
masalah penyakit dan hama. Pemasaran hasil tanaman 
menghadapi ketidakpastian karena fluktuasi harga yang 
disebabkan oleh perubahan penawaran (supply) dan permintaan 
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(demand), baik untuk tanaman pengganti dan 
tanamanpelengkap. 
2) Frekuensi transaksi. Transaksi pertanian cenderung bersifat 
musiman. Jumlah penjualan produksi yang dilakukan oleh 
pemilik lahan kecil dalam suatu musim akan tergantung pada 
kapasitas penyimpanan dalam pertanian. Pedagang yang 
bersepakat dengan hasil tanaman yang sejenis di daerah yang 
sama, akan banyak melakukan pembelian pada musim 
yangsama. Tentu saja hal ini berpotensi memudahkan untuk 
menanggung biaya arbitrase apabila terdapat kasus perselisihan 
ketika terjadi transaksi dalam jumlah besar dan tidak sering 
(infrequent), sehingga diantara pihak – pihak yang bertransaksi 
juga akan berupaya membangun informasi untuk kepentingan 
semua pihak. 
3) Sejauh mana aspek ini melibatkan satu atau kedua pihak yang 
melakukan kontrak dalam investasi aset – aset spesifik. Aset 
spesifik adalah aset 27 manusia dan fisik dimana investasi tidak 
dapat digunakan selain seperti yang direncanakan sejak awal. 
Terdapat empat determinan penting dari biaya transaksi sebagai unit 
analisis: 
1) Apa yang disebut sebagai atribut perilaku yang melekat pada setiap 
pelaku ekonomi (behavioral attributes of actors) yaitu 
rasionalitas terbatas/terikat (bounded rationality) dan 
oportunisme (opportunism). 
2) Sifat yang berkenaan dengan atribut dari transaksi (attributes of the 
transaction) yaitu spesifisitas aset (asset specificity), 
ketidakpastian (uncertainty) dan frekuensi (frequency). 
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3) Hal – hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola kegiatan 
ekonomi (governance structures) yaitu pasar (market), hybrid, 
birokrasi publik (public bureaucracy). 
4) Faktor yang berdekatan dengan aspek lingkungan kelembagaan 
(institutional environment) yaitu hukum kepemilikan, kontrak 
dan budaya. 
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B. PENELITIAN TERDAHULU 
Tabel 2.7. Penelitian Terdahulu 
No. Judul (Penulis) Tahun Metode Hasil 
1. ASEAN TOURISM 
FORUM DAN 
PENINGKATAN 
PARIWISATA 
INDONESIA, THAILAND 
DAN BRUNEI 
DARUSSALAM (Sri 
Wahyuni Rasulong) 
2014 Deskriptif – 
Library 
Research 
 Peranan ASEAN Tourism Forum 
menghasilkan ATSP (ASEAN Tourism 
Startegic Plan) yang mempengaruhi 
perkembangan pariwisata negara-negara 
ASEAN 
2. STRATEGI DALAM 
MENHADAPI ASEAN 
OPEN SKY 2015 (Sahat 
Aditua F. Silalahi & 
Achmad Wibarata) 
2013 Deskriptif – 
Library 
Research 
 Dibanding dengan negara ASEAN lainnya 
posisi Indonesia dalam industri 
penerbangan diuntungkan dengan 
tingginya populasi dan kondisi geografis 
yang berupa negara kepulauan. Dari 
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analisa grafis dengan mengggunakan 
indikator prospensity to fly, dapat 
disimpulkan dengan kebijakan yang tepat, 
maka seiring dengan peningkatan 
pendapatan per kapita akan mendorong 
kecenderungan untuk menggunakan moda 
transportasi udara. 
3. GAGASAN ASEAN 
OPEN SKIES DI 
INDONESIA DAN 
KAITANNYA DENGAN 
KEDAULATAN 
WILAYAH UDARA 
INDONESIA 
2015 Normatif – 
Penelitian 
Doktrinal 
 Keadulatan wilayah udara Indonesia dan 
penerapan kebijakan ASEAN Open Skies 
saling berkaitan dan secara penuh diakui 
dalam perjanjian ASEAN Multilateral 
Agreement on Air Services. 
 Terdapat implikasi secara ekonomi, 
pertahanan, dan keamanan dari 
diberlakukannya kebijakan ASEAN Open 
Skies. 
4. PELUANG DAN 2012 Metode  Peluang Indonesia dalam open sky sangat 
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TANTANGAN 
INDONESIA TERHADAP 
ASEAN MULTILATERAL 
AGREEMENT ON AIR 
SERVICES 2009 (ASEAN 
OPEN SKY POLICY) 
Pengumpulan 
Data Dan 
Metode 
Analisis Data 
beragam mulai dari akses pasar akan 
semakin besar, berkembangnya 
perniagaan, peningkatan daya tarik daerah 
pariwisata serta wisatawan, konektifitas 
yang semakin baik disertai dengan 
frekuensi penerbangan yang meningkat, 
peningkatan mobilitas sosial serta 
kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. 
5. ANCAMAN 
KEDAULATAN UDARA 
IDONESIA DENGAN 
ADANYA KEBIJAKAN 
ASEAN OPEN SKY 2015 
(Pedrik Laurang) 
2014 Content 
Analysis 
 Air Traffic Controler di Indonesia menjadi 
masalah utama karena tidak memiliki 
kemampuan yang setara dengan 
persyaratan keamanan terbang 
internasional seperti yang ditetapkan oleh 
ICAO maka wewenang pengaturan lalu 
lintas udara Indonesia diserahkan kepada 
Negara lain yang lebih siap.  
 Black flight sulit dihindari karena tidak 
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adanya ATC yang memadai. 
6. KEBIJAKAN ASEAN 
OPEN SKY DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM 
UDARA INDONESIA 
(UNDANG – UNDANG 
NO 1 TAHUN 2009 
TENTANG 
PENERBANGAN) 
(Hidayat Fadillah) 
2015 Penelitian 
Hukum 
Normatif 
 ASEAN Open Sky merupakan peluang 
sekaligus tantangan baru  bagi Indonesia 
untuk meningkatkan perekonomian di 
sektor udara terutama industri 
penerbangan. 
7. ASEAN OPEN SKIES 
AND ITS IMPLICATIONS 
ON AIRPORT 
DEVELOPMENT 
STRATEGY IN 
MALAYSIA (Tham Siew 
Yean) 
2008 Content 
Analysis 
 Malaysia poised to gain from open skies in 
ASEAN, the government has invested 
heavily in infrastructure and moving 
toward a multi-hub system in SEA. 
 Privatization of MAS has not yielded 
improvements in efficiency and 
productivity 
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 Government has renatiolized airline and 
opened domestic routes to LCCs 
 Promotion of KLIA as the regional hub 
8. ASEAN SINGLE 
AVIATION MARKET 
(Philippine Civil Aviation 
Policy Paper) 
2012 Content 
Analysis 
 Need to implement civil aviation sector 
institutional strengthening progam 
9. THE EUROPEAN AND 
SOUTHEAST ASIAN 
SINGLE AVIATION 
MARKETS 
2015 Conten 
Analysis 
 In order to grow and thrive in a disjointed 
ASEAN aviation services market, some of 
these carriers have even resorted to 
institutional arbitrage so that they may set 
up hubs in different ASEAN member 
states. 
 With the EU serious in its intent to conclude 
an open skies agreement with ASEAN, a 
  
 
 
81 
Southeast Asian aviation market divided 
by protectionist sentiment will only 
weaken ASEAN carriers at the expense of 
European ones – as the EU had learnt two 
decades ago, encirclement by external 
parties has the potential to harm the long-
term potential of an aviation market. 
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C. TINJAUAN OPERASIONAL 
Fifth Freedom of Traffic Rights merupakan acuan dalam penentuan 
kebijakan open sky.  
Tabel 2.8. Freedoms of the Air 
 
Sumber: Manual on the Regulation of International Air Transport (2nd 
ed.).International Civil Aviation Organisation. 2004. ISBN 92-9194-404-1. 
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Tiap Negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang 
udaranya dan Negara juga mempunyai yuridiksi eksklusif dan kewenangan 
yang penuh untuk mengontrol ruang udara di atas wilayahnya. Secara 
teoritis, dengan adanya kedaulatan Negara di ruang udara di atas 
wilayahnya, setiap negara dapat melakukan larangan bagi negara-negara 
lain untuk tebang diatas wilayanya, kecuali apabila telah diperjanjikan 
sebelumnya. 
Asas cabotage merupakan hak prerogatif negara berdaulat yang diakui 
di dalam Pasal 7 Konvensi Chicago 1944.Menurut Pasal tersebut, setiap 
negara berhak menolak pemberian izin pesawatudara asing yang melakukan 
angkutan penumpang, barang dan pos secara komersial dalam negeri. Pada 
tahun 1992 Indonesia tetap mempertahankan asas cabotage. Pembukaan 
akses pasar transportasi udara menuju open sky diatur dalam Pasal 90 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah 
landasan hukum bagi penyelenggaraan jasa penerbangan di 
Indonesia.Undang-Undang iniadalah pengganti dari undang-undang yang 
lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini lahir karena terjadi 
perubahan yang signifikan terhadap sistem lalu lintas udara di dunia, 
khususnya berkaitan denganliberalisasi dan faktor ekonomi. 
Pelaksanaan pembukaan akses tanpa batas dari dan ke Indonesia untuk 
perusahaan angkutan udara niaga asing dilaksanakan secara bertahap 
berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral yang pelaksanaannya 
melalui mekanisme yang mengikat para pihak.Perjanjian bilateral maupun 
multilateral tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan prinsip 
keadilan (fairness) dan timbal balik (reciprocity). Kebijakan open sky yang 
diterapkan di Indonesia diartikan sebagai terbukanya wilayah udara 
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Indonesia atas berbagai penerbangan asing untuk melewati dan mendarat di 
bandara-bandara di wilayah Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya 
permintaan pasar akan layanan di bidang industri jasa angkutan udara di 
Indonesia, pemerintah perlu mengambil langkah tepat untuk memanfaatkan 
peluang dengan memperkuat perundang-undangan terutama yang berkaitan 
dengan jasa angkutan udara khususnya angkutan udara internasional. Arah 
kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal angkutan udara internasional 
adalah:  
1. Pertukaran traffic rights yang didasarkan atas prinsip resiprositas 
(timbal balik) dan saling menguntungkan tanpa mengorbankan 
kepentingan nasional; 
2. Memperhatikan kemampuan perusahaan angkutan udara nasional 
dalam bersaing di pasar angkutan udara internasional; 
3. Evaluasi dan penetapan rute-rute penerbangan internasional 
didasarkan atas pertimbangan aspek ekonomi nasional, politik, 
komersil perusahaan angkutan udara nasional dan memperhatikan 
keterkaitannya dengan rute domestik;  
4. Mengikutsertakan perusahaan angkutan udara swasta nasional dalam 
persaingan di pasar angkutan udara internasional;  
5. Kebijakan pertarifan ditentukan dengan menggunakan standard dan 
mekanisme IATA (International Air Transport Association): dan  
6.  Pemerintah tidak melakukan proteksi, tetapi hanya akan “campur 
tangan” apabila perusahaan angkutan udara nasional memperoleh 
perlakuan tidak wajar dan diskriminatif dari negara mitra wicara atau 
persaingan tidak wajar yang dilakukan oleh perusahaan negara mitra. 
Sementara kerja sama sub-regional yang sudah berjalan dan diikuti 
oleh pemerintah Indonesia antara lain: 
1. Brunei – Indonesia – Malaysia – Philippines – East ASEAN Growth 
Association (BIMP-EAGA). Kerjasama ini terlahir pada 21 Februari 
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1995 dengan ditandanganinya Memorandum of Understanding (MoU) 
antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina di Bandar 
Seri Begawan. Berdasarkan MoU tersebut, dilakukan kerjasama 
bilateral antar anggota BIM-EAGA untuk sektor penerbangan yang 
bertujuan untuk melakukan penerbangan berjadual dan tidak berjadual 
(penumpang dan kargo) dengan hak kebebasan ketiga dan keempat ke 
13 (tiga belas) points di kawasan BIMP-EAGA, namun dengan 
batasan kapasitas angkut, frekuensi penerbangan, dan jenis pesawat 
terbang yang digunakan.Dalam perkembangannya, kerjasama antar 
negara yang tergabung dalam BIMP-EAGA ini telah menerapkan hak 
kebebasan kelima (fifth freedom traffic rights), namun penerapannya 
masih case-by case basis (kasus per kasus). 
2. Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Pertemuan 
ITG pertama kali diselenggarakan pada tanggal 20-21 Juni 2002 di 
Langkawi, Malaysia menghasilkan 4 (empat) Sub ITGs dan menunjuk 
negara yang berpartisipasi untuk menjadi koordinator dari tiaptiap Sub 
ITG. Indonesia dipilih menjadi koordinator Sub ITG sektor 
perhubungan udara. Dalam rangka meningkatkan efektifitas 
pertumbuhan ekonomi di kawasan IMT-GT dan untuk 
menghubungkan titik-titik bandara (points) di sub region, dalam 
pertemuan Sub ITG yang pertama pada tanggal 11-13 Oktober 2004 di 
Bukittinggi, Indonesia, telah disepakati Term of Reference untuk 
kerjasama angkutan udara. Forum diskusi yang terdiri dari delegasi 
dari Indonesia, Malaysia dan Thailand ini dibentuk dengan harapan 
untuk mempermudah pencapaian integrasi layanan angkutan udara di 
kawasan ASEAN sebagai refleksi dari ASEAN Vision 2020. Forum 
atau yang lebih dikenal sebagai Working Group Area ini membahas 
strategi dan realisasi kegiatan yang harus dilakukan oleh para negara 
anggota dalam kerangka liberalisasi sektor angkutan udara ASEAN 
Open Sky 2015. Forum ini juga membahas strategi untuk 
meningkatkan partisipasi, kerjasama, dan koordinasi secara aktif dari 
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berbagai pihak yang terkait dengan isu open sky policy, terutama 
membahas bagaimana meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara 
pemerintah dengan pihak swasta dari ketiga negara yang tergabung di 
dalamnya. Sub region ini diharapkan dapat membentuk hub untuk 
sektor angkutan udara yang dapat dijadikan benchmark bagi growth 
triangles lainnya di kawasan ASEAN. Dalam upaya liberalisasi jasa 
angkutan udara sebagai refleksi dari ASEAN Vision, pembentukan 
sub-sub regional sebagai bentuk kerjasama atau working group antar 
anggota ASEAN, dihadapkan pada berbagai kendala yang perlu 
mendapat perhatian dari para pemimpin negara anggota. 
Kepariwisataan Indonesia sendiri diatur dalam UU No. 10 tahun 2009 
tentang Kepariwisataan yang menggantikan UU No. 9 Tahun 1990.Menurut 
Pasal 4 UU RI No. 10 tentang kepariwisataan, terdapat 10 tujuan adanya 
kepariwisataan. Didalam keputusan Menteri Aparatur Negara  Nomor: 
Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang  Pedoman Umum Penyusunan Indeks 
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Pelayanan 
publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Kegiatan pelayanan publik sifatnya umum karena 
mencakup hajat hidup orang banyak. 
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D. KERANGKA PEMIKIRAN 
Diagram 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian  
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Dalam membentuk kerangka pada penelitian ini, maka dalam tulisan 
ini digambarkan model analisis antara keterkaitan ASEAN Open Sky Policy 
terhadap pariwisata dan implementasinya di Indonesia. Kepentingan 
nasional yang ingin dicapai Indonesia pada dasarnya harus 
mempertimbangkan kemampuan serta kesiapan domestik yang ada. 
Berdasarkan model kerangka di atas, maka alur berpikir dari kerangka 
tulisan penelitian ini adalah diawali dari sejarah awal mula kebijakan open 
sky dicanangkan di wilayah Asia Tenggara serta menganalisis sektor yang 
berpotensi bagi Indonesia. Dari analisis awal tersebut akan terlihat 
bagaimana proses implementasi dari kebijakan open sky dari tahun ke tahun 
yang pada akhirnya akan memberikan hasil berupa dampak baik positif 
maupun negatif bagi Indonesia terutama pada pariwisata dan juga perubahan 
yang terjadi dari adanya kebijakan tersebut. Ekonomi politik internasional 
juga menjadi alur pemikiran pada kerangka tulisan yang nantinya dapat 
melihat bagaimana sebuah ekonomi politik berpengaruh terhadap sektor-
sektor ekonomi di sebuah negara. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. PARADIGMA PENELITIAN 
Menurut Harmon (Moleong, 2004: 49), paradigma adalah cara 
mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang 
berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Bogdan & Biklen 
(Mackenzie & Knipe, 2006) menyatakan bahwa paradigma adalah 
kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang 
berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. 
Sedangkan Baker (Moleong, 2004: 49) mendefinisikan paradigma sebagai 
seperangkat aturan yang (1) membangun atau mendefinisikan  batas-batas; 
dan (2) menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas 
itu agar berhasil. Cohenn & Manion (Mackenzie & Knipe, 2006) membatasi 
paradigma sebagai tujuan atau motif filsofis pelaksanaan suatu penelitian. 
Berdasarkan definisi definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma 
merupakan  seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode, atau 
aturan  yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan sebuah penelitian. 
Berdasarkan paradigma yang dianutnya, seorang peneliti akan 
menggunakan salah satu dari tiga pendekatan yang diajukan Creswell 
(Emzir, 2008: 9), yaitu: kuantitatif, kualitatif, dan metode gabungan. Dalam 
hal ini, peneliti menggunakan kualitatif sebagai pendekatan bagi dalam 
penelitian ini. Asumsi yang diharapkan dari penggunaan metode ini adalah 
dengan menggunakan metode dengan metode explanatory research dan 
literature study. 
Tuntutan pengetahuan meliputi asumsi filosofis mengenai ontologi 
(apa itu pengetahuan), epistemologi (bagaimana pengetahuan dituliskan) 
dan metodologi (proses pengkajian). Dengan demikian knowledge claim 
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berhubungan dengan asumsi-asumsi peneliti tentang apa yang akan 
dipelajari dan bagaimana hal itu dipelajari selama penelitian berlangsung. 
Aliran pemikiran tentang pengetahuan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tuntutan pengetahuan pragmatik. Aliran pragmatisme tidak terikat 
pada filosofi atau realitas tertentu. Pragmatisme berfokus pada masalah 
penelitian dan menggunakan seluruh bentuk pendekatan untuk memahami 
masalah yang diteliti. Dengan kata lain pragmatisme memiliki konsekuensi 
tindakan berpusat pada masalah pluralistik serta berorientasi pada praktik 
dunia nyata dan tidak hanya sebatas teori. 
 
B. JENIS PENELITIAN 
Penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode 
penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk menjelaskan sesuatu dan berusaha menjawab tipe 
pertanyaan bagaimana. Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah tingkat 
analisa negara bangsa, dimana analisa negara bangsa ini dipakai dalam 
menjelaskan kebijakan yang sudah tercipta yang mewakili sebuah 
negara.Dalam penelitian ini kebijakan tersebut mengenai kebijakan ASEAN 
Open Sky Policy yang telah disetujui oleh Indonesia. Oleh sebab itu, sejauh 
mana persiapan yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi kebijakan 
tersebut. Untuk melihat implementasi Indonesia dalam menghadapi ASEAN 
Open Sky Policy maka peneliti menggunakan teori integrasi ekonomi yang 
dikemukakan oleh Dominick Salvatore (Dominick Salvatore, 1997 : 328).  
Terdapat 5 tahapan dalam integrasi ekonomi menurut Salvatore. 
Pertama, Preferential Trade Arangements yang dibentuk oleh negara-negara 
yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang berlaku di 
antara mereka, danmembedakannya dengan yang diberlakukan terhadap 
negara-negara luar yang bukan anggota.Ini merupakan bentuk integrasi 
ekonomi yang paling longgar. Kedua, Free Trade Area (FTA) yaitu bentuk 
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integrasi ekonomi yang lebih tinggi dimana semua hambatan perdagangan 
tarif maupun nontarif di antara negara-negara anggota telah dihilangkan 
sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota tersebut masih berhak 
untuk menentukan sendiri apakah mereka hendak mempertahankan atau 
menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkannya 
terhadap negara-negara luar yang bukan anggota. Ketiga, Customs Union 
yaitu mewajibkan semua anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua 
bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga 
menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negaranegara luar 
yang bukan anggota. Jadi, masing-masing negara anggota tidak lagi bebas 
menentukan kebijakan komersilnya dengan negara-negara lain. Keempat, 
Common Market pada bentuk integrasi ini, bukan hanya perdagangan 
barang saja yang dibebaskan, namun juga arus-arus faktor produksi seperti 
tenaga kerja dan modal. Kelima, Economic Union pada tahap ini, 
harmonisasi atau penyelarasan dilakukan lebih jauh, bahkan dengan 
menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-
masing negara anggota. 
 
C. LOKASI PENELITIAN 
Penelitian ini mengambil lokasi di daerah pariwisata dengan bandara 
yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai bandara dengan kebijakan 
open sky. Bandara yang terbuka bagi kebijakan ini sendiri adalah Bandara 
Soekarno Hatta, BandaraJuanda, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara 
Sultan Hasanuddin, dan Bandara Kuala Namu. Dengan demikian penelitian 
akan dilakukan di daerah Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan 
Medan. 
Dalam penelitian dibedakan antara populasi secara umum dengan 
populasi target. Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran 
keberlakukan kesimpulan penelitian (Sukmadinata, 2007: 250). Dengan 
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populasi penelitian adalah kota maupun daerah dengan bandara yang 
terbuka bagi kebijakan open sky. 
 
D. JENIS DAN SUMBER DATA 
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan 
tersier, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan berupa penelitian 
langsung dan bersumber dari literatur yang memiliki kaitan dengan 
informasi mengenai kesiapan daya saing yang dihadapi negara dalam suatu 
kebijakan ekonomi di sebuah kawasan regional yang memiliki dampak 
terhadap sektor-sektor di dalamnya, khususnya kebijakan open sky. Data 
penelitian yang didapatkan merupakan data primer yang berasal dari hasil 
observasi peneliti terhadap objek penelitian, sedangkan data sekunder 
berasal dari beberapa buku, jurnal serta literatur, dan untuk data tersier 
berasal dari internet. Teknik dan cara pengumpulan data dilakukan dengan 
studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan menelaah literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang akan dikaji. 
 
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Teknik yang digunakan dalam desain penelitian sequential 
exploratory ini untuk pengumpulan data dilakukan secara berurutan dalam 
pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini pengumpulan data 
menggunakan: 
1. Observasi 
Observasi (pengamatan) adalah pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 
diselidiki (Narbuko,dll. 2005: 70). Observasi atau yang disebut pula dengan 
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pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek 
dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam artian penelitian observasi 
dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara. 
Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni observasi non-sistematis 
dan observasi sistemaris. Observasi non-sistematis yang dilakukan oleh 
pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. Sedangkan 
observasi sistematis yang dilakukan oleh pengamatan dengan menggunakan 
pedoman sebagai instrumen pengamatan (Arikunto, 2006: 157). Pada tahap 
ini peneliti mengamati secara langsung implementasi dari kebijakan open 
sky dan dampaknya terhadap pariwisata di Indonesia. 
2. Kajian Pustaka (Literature Study) 
Literature study merupkana penelusuran literatur yang bersumber dari 
buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan 
untuk Dalamliterature study, peneliti menggunakan media literatur atau 
buku sebagai acuan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan 
sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan 
permasalahan dalam kehidupan organisasi pemerintah, swasta, 
kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan 
lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi 
kesejahteraan bersama. Menurut Sugiono “Masalah dalam penelitian 
kualitatif bersifat sementara, tentative, dan akan berkembang atau berganti 
setelah peneliti berada di lapangan” (Memahami Penelitian Kualitatif, 2005 
: 238) 
Menurut Burhan Bungin, “Metode literatur adalah salah satu metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial 
untuk menelusuri data historis.” (Penelitian Kualitatif, Komunikasi, 
Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, 2008 : 121). 
Sedangkan Sugiono menyatakan bahwa literatur merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
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karya monumental dari seseorang. (Memahami Penelitian Kualitatif, 2005 : 
329). 
Hampir semuapenelitian memerlukan studi literatur atau pustaka. Baik 
pada riset kepustakaan (library research) dan riset lapangan (field 
research), keduanya memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utama 
terletak pada tujuan, fungsi dan atau kedudukan studi pustaka dalam 
masing-masing penelitian itu. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka 
dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian 
(research design) atau proposal guna memperoleh informasi penelitian 
sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi 
(Metode Penelitian Kepustakaan, 2004 : 1). Sedangkan dalam riset pustaka, 
penelusuran pustaka lebih daripada sekedar malayani fungsi- fungsi yang 
disebutkan diatas. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber 
perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka 
membatasi kegiatannya hanya pada bahan- bahan koleksi pustaka saja tanpa 
memerlukan riset lapangan. 
Dengan demikian, penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan 
yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 
mencatat serta mengolah bahan penelitian. 
 
F. KETERBATASAN PENELITIAN / METODE 
Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa keterbatasan yang 
menjadikan penelitian ini tidak dapat mencakup semua segmen yang 
menjadi tema bagi penelitian ini. ASEAN Open Sky Policy merupakan 
kebijakan yang akan berdampak bagi banyak sektor di Indonesia, sehingga 
peneliti hanya akan melihat dampak yang terjadi di sektor pariwisata. Selain 
itu dengan adanya kebijakan open sky di Indonesia peneliti hanya 
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memfokuskan pada kinerja dari kebijakan tersebut terhadap sektor 
pariwisata di Indonesia.  
Banyaknya bandara yang menjadi pintu bagi kebijakan open 
skymenjadikan peneliti lebih terfokus untuk meneliti secara global dampak 
dari kebijakan open sky bagi Indonesia khususnya pada sektor pariwisata. 
Hal ini dilakukan oleh peneliti mengingat banyaknya lokasi penelitian yang 
harus dijangkau membuat peneliti lebih memilih untuk melihat dampak 
kebijakan dilihat secara makro. Selain itu peneliti juga lebih dapat 
memfokuskan penelitian ini dengan melihat dari sudut pandang ekonomi 
politik internasional. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DALAM SEKTOR 
PARIWISATA 
Ekonomi politik internasional dapat diilustrasikan sebagai “tindakan-
tindakan politik yang menggunakan perangkat-perangkat ekonomi atau 
sebaliknya. Bukti-bukti diperlihatkan melalui berbagai peristiwa dari politik 
global negara-negara adikuasa dalam penggunaan sarana-sarana ekonomi 
atau politik untuk mencapai kepentingan-kepentingan bagi negara tersebut 
terutama pada bidang politik dan ekonomi. Beberapa ciri pokok dari 
ekonomi politik dapat dilihat dari sifat-sifat dan pemahaman terhadap 
adanya interaksi dan perilaku timbal balik antara faktor-faktor ekonomis dan 
faktor-faktor kekuasaan negara atau pemerintah yang mempengaruhi hasil 
aktivitas ekonomi dan pasarnya. 
Warren F. Ilchman dan Norman T. Uphoff (1972) menerangkan 
bahwa ekonomi politik adalah suatu integrated social science of public 
purpose. Dikatakan bersifat politik karena membahas segi otoritas negara 
dalam masyarakat, dan bersifat ekonomi karena membahas masalah-
masalah alokasi dan pertukaran sumber-sumber yaang langka termasuk 
sumber sosial dan politik. Ekonomi politik juga merupakan ilmu memilih 
sebagaimana halnya ilmu ekonomi namun dengan menggunakan pendekatan 
multidisiplin. Ekonomi politik berkepentingan dengan semua persoalan 
yang memiliki relevansi dengan kebijakan-kebijakan dan masalah-masalah 
umum, disamping memperhatikan dan mendorong partisipan aktif yang 
melibatkan diri dalam perspektif kehidupan sosial dan politik. 
Secara umum dapat dipahami adanya kaitan erat antar dunia politik 
dan dunia ekonomi. Adanya eksistensi ekonomi politik karena adanya 
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kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pertentangan yang terjadi 
pada ilmu ekonomi dan ilmu politik. Perbedaan mendasar terletak pada 
hakikat paradigma ilmu politik yang menekankan pada pengkajian 
mengenai kekuasaan atau powe dan ilmu ekonomi pada mekanisme pasar 
atau market. 
Gilpin (1987) memberi ide bagi perbedaan pada politik dan ekonomi 
mengenai negara dan proses politik yang terkait di dalamnya mempengaruhi 
produksi dan distribusi kekayaan serta keputusan politik dan kepentingan-
kepentingan yang ada mempengaruhi lokasi aktivitas ekonomi. Selain itu 
kekuatan ekonomi mempengaruhi penyebaran kekuasaan dan kemakmuran 
di antara aktor politik dan negara. Kekuatan ekonomoi tersebut pada 
akhirnya mengubah distribusi politik dan militer pada peringkat 
internasional. 
Kriteria dari pemahaman ekonomi politik diidentifikasi dari beberapa 
pokok perhatian, yaitu: 
1. Ekonomi politik dapat dipahami sebagai suatu bidang pengetahuan 
dan/atau ilmu pengetahuan yang berhubungan antara disiplin ilmu 
ekonomi dan ilmu politik, atau hanya merupakan perluasan 
konsep/teori dari masing-masing disiplin ilmu, atau hanya sebagai 
perspektif. 
2. Ekonomi politik dapat dipahami sebagai suatu metode dan pendekatan 
atau suatu cara dan jalan bagi suatu ilmu pengetahuan sebagai alat 
analisis penelitian masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, 
serta lingkungan hidup manusia. 
3. Ekonomi politik dapat dipahami sebagai suatu kajian dari berbagai 
peristiwa, fakta, fenomena dan gejala yang ditimbulkan oleh kebijakan 
atau policy pemerintah dalam berbagai aspek yang langsung berkaitan 
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dengan proses hubungan dimensial antara negara, rakyat, dan 
llingkungan hidupnya. 
Terdapat tiga unsur penting dalam proses hubungan timbal balik yang 
berlangsung yakni cara bagaimana faktor politik dapat mempengaruhi hasil 
ekonomi, yaitu: 
1. Sistem politik membentuk sistem ekonomi, karena struktur dan kerja 
sistem ekonomi internasional ditentukan oleh struktur kerja sistem 
politik internasional. 
2. Pandangan politik seringkali membentuk kebijakan ekonomi, karena 
pada umumnya kebijakan ekonomi merupakan hasil dari kepentingan-
kepentingan politik. 
3. Hubungan ekonomi internasional merupakan hubungan politik karena 
adanya interaksi ekonomi internasional seperti interaksi politik 
internasional yang merupakan proses di mana aktor negara dan bukan 
negara melakukan atau mengalami (i) konflik atau kegagalan dalam 
mengatasi konflik; (2) bekerjasama atau mengalami kegagalan dalam 
mencapai tujuan  bersama. 
Fakta-fakta demikian dapat diperhatikan dari struktur dan kerja sistem 
ekonomi internasional yang ditentukan oleh struktur dan kerja sistem politik 
internasional. Produksi, distribusi dan konsumsi hampir sepanjang sejarah 
modern selalu dipengaruhi faktor diplomatis strategis dan kondisi-kondisi 
politik dunia. Sementara itu, kebijakan-kebijakan nasional juga ditentukan 
oleh proses politik domestik. Kebijakan ekonomi dihasilkan dari proses 
persetujuan politik di mana kelompok-kelompok dengan kepentingan 
berlainan saling berhadapan, yang dalam hal ini tentu saja dapat 
menimbulkan konflik dan konsensus. Dalam politik domestik, pencapaian 
tujuan tingkah laku diatur oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk 
membuat keputusan dan kekuasaan untuk memperkuat keputusan-keputusan 
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itu. Untuk politik internasional, terdapat proses penyesuaian atau 
pengaturan-pengaturan suatu konflik dan pencapaian suatu bentuk 
kerjasama. Bentuk-bentuk pengaturan ini disesuikan dengan situasi dan 
kondisi dari waktu ke waktu dan ruang ke ruangnya. Seperti dari bentuk 
keseimbangan kekuatan/kekuasaan (balance of power) ke bentuk aliansi dan 
organisasi internasional, dari hegemoni ke kolonialisme dan hukum 
internasional dan sebagainya. 
Dengan turut campurnya pemerintah dalam proses ekonomi, sudah 
tentu pemerintah berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang tidak 
akan mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar saja 
secara otomatis. Dengan demikian politik ekonomi sebagai suatu kebijakan-
kebijakan (policies) tidak menerima hasil proses ekonomi begitu saja, tetapi 
melalui suatu usaha untuk mempengaruhinya dengan instrumen tertentu 
sehingga menciptakan perubahan-perubahan yang dikehendaki.  
Politik ekonomi, terutama ialah upaya untuk mengantisipasi berbagai 
perkembangan perekonomian yang tidak seimbang melalui tindakan-
tindakan pencegahan, perbaikan terhadap gangguang-gangguan 
keseimbangan yang penting.Tujuan politik ekonomi adalah untuk 
membantu bekerjanya perkembangan mekanisme pasar agar menjadi stabil 
terlebih pada produktivitas, investasi, neraca pembayaran, fiskal, moneter, 
perdagangan domestik dan internasional, pertumbuhan ekonomi, dan 
lainnya secara makro. Instrument-instrumen yang dipergunakan untuk 
melaksanakan politik ekonomiumumnya berupa peraturan-peraturan dan 
perundangan, ketentuan-ketentuan pemerintah atau negara seperti larangan 
dan pembatasan (quota), tarif, fiskal atau pajak, cukai, pembatasan-
pembatasan (limitasi komoditas), maupun penerapan harga-harga yang 
intervensi di pasaran dalam bentuk tindakan dan kebijakan yang dirumuskan 
secara terencana oleh pemerintah. 
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Dalam ekonomi politik dikatakan bahwa penggunaan perangkat 
ekonomi sebagai salah satu sarana untuk mencapai kepentingan politik. 
Sedangkan pariwisata merupakan salah satu dari perangkat ekonomi karena 
peningkatan pariwisata dapat sangat mempengaruhi peningkatan ekonomi 
suatu negara. Dan juga dalam pengembangan sektor pariwisata akan ada 
campur tangan dari pemerintah maupun dengan mengandalkan mekanisme 
pasar saja secara otomatis. Dengan demikian politik ekonomi sebagai suatu 
kebijakan-kebijakan (policies) tidak menerima hasil proses ekonomi begitu 
saja, tetapi melalui suatu usaha untuk mempengaruhinya dengan instrumen 
tertentu sehingga menciptakan perubahan-perubahan yang dikehendaki.  
Dalam ekonomi politik dikatakan bahwa penggunaan perangkat 
ekonomi sebagai salah satu sarana untuk mencapai kepentingan politik. 
Sedangkan pariwisata merupakan salah satu dari perangkat ekonomi karena 
peningkatan pariwisata dapat sangat mempengaruhi peningkatan ekonomi 
suatu negara. Dan juga dalam pengembangan sektor pariwisata akan ada 
campur tangan dari pemerintah maupun pihak swasta. Dengan adanya 
campur tangan pemerintah, pasti dengan tujuan tertentu yang mungkin dapat 
mencapai kepentingan politiknya. Cohen mengemukakan bahwa dampak 
pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dikategorikan 
menjadi delapan: 
1. Dampak terhadapa penerimaan devisa, 
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat, 
3. Dampak terhadap kesempatan kerja, 
4. Dampak terhadap harga, 
5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan 
6. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, 
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7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan 
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah. 
Selain dampak yang dikemukakan oleh Cohen, terdapat banyak 
dampak positif pariwisara bagi perekonomian, di antaranya sebaagai berikut 
(Leiper, 1990): 
1. Pendapatan dari penukaran valuta asing 
Wisatawan asing yang berkunjung ke sebuah negara pasti 
membutuhkan penukaran mata uang dari mata uang negaranya ke 
mata uang negara yang dituju. Meskipun di beberapa negara 
pendapatan dari penukaran valuta asing tidak begitu besar, namun di 
beberapa negara pendapatan dari penukaran valuta asing sangat 
berperan secara signifikan bagi pendapatan negara tersebut. 
2. Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri 
Surplus dari pendapatan valuta asing akan menyebabkan neraca 
perdagangan semakin sehat. Hal ini mendorong suatu negara mampu 
melakukan impor, pelayanan dan modal untuk meningkatkan tarif 
hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. 
3. Pendapatan dari usaha dan bisnis pariwisata 
Pengeluaran dari wisatawan secara langsung maupun tidak langsung 
merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan, organisasi atau 
masyarakat perorangan yang melakukan usaha pada sektor pariwisata. 
Banyaknya jumlah wisatawan merupakan pasar bagi produk lokal. 
4. Pendapatan pemerintah 
Sektor pariwisata merupakan penyumbang pendapatan bagi 
pemerintah terutama di Indonesia. Sumbangan pendapatan terbesar 
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pada sektor pariwisata sendiri bersumber dari pajak, seperti pajak 
hotel dan restoran yang menjadi keuntungan usaha pariwisata di 
bidang jasa. 
5. Penyerapan tenaga kerja 
Sektor pariwisata tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan 
dukungan dari sektor lainnya. Dengan adanya pariwisata, lapangan 
pekerjaan akan semakin terbuka dan mampu menyerap tenaga kerja 
bagi warga sekitar lokasi wisata baik yang terlatih maupun tenaga 
kerja kasar. 
 
B. PROSES OPEN SKY DI INDONESIA 
Open Sky Policy yang dimulai sejak tahun 2015 memiliki persiapan-
persiapan agar dapat mengikuti kebijakan ini dengan penuh kesiapan. 
Beberapa hal yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan ratifikasi 
perjanjian angkutan udara pada beberapa protokol penerbangan. Protokol 
penerbangan itu sendiri merupakan acuan pokok bagi sebuah negara dalam 
mengatur wilayah udaranya dalam melakukan segala aktivitas udara baik 
militer maupun komersial. 
Tabel 4.1. Roadmap Hubungan Udara Bilateral Indonesia Dalam Kerangka 
ASEAN 
MATERI 2011 – 
2012 
2013 2014 2015 2016 – 
2020 
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Third And 
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Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 480 Tahun 
2012 Tentang Roadmap Hubungan Udara Indonesia  
 
Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa sejak tahun 2011, 
perjanjianangkutan udara Indonesia sudah mulai diratifikasi guna menuju 
implementasi dari ASEAN Open Sky Policy yang ditetapkan pada tahun 
2015. Mulai dari protokol-protokol yang terdapat pada MAAS (Multilateral 
Agreement On Air Services), MAFLAFS (Multilateral Agreement On The 
Full Leberalization of Air Freight Services), dan MAFLPAS (Multilateral 
Agreement On The Full Liberalization of Passanger Air Service). 
Secara garis besar, ratifikasi protokol di atas merupakan ratifikasi dari 
Freedoms of The Air yang merupakan acuan dalam penentuan kebijakan 
open sky. Dengan adanya proses ratifikasi ini, wilayah udara di Indonesia 
akan semakin siap mengimplementasikan kebijakan open sky sehingga 
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liberalisasi wilayah udara Indonesia semakin terarah supaya dapat 
meningkatkan sektor transportasi udara di Indonesia dan nantinya akan 
berdampak terhadap sektor lain khususnya pariwisata. 
Selain itu perbaikan pada maskapai juga gencar dilakukan sejak awal 
kebijakan ini didengungkan. Perusahaan yang menjadi salah satu contoh 
bagi potensi penerbangan Indonesia adalah PT. Garuda Indonesia 
Airlines.Kemampuan maskapai nasional Indonesia yang menjadi satu-
satunya perusahaan milik negara akan menjadi ukuran potensi kebijakan 
liberalisasi sektor penerbangan Indonesia.  
PT. Garuda Indonesia Airlines merupakan maskapai nasional 
Indonesia yang menjadi anggota dari Sky Team, di mana hal tersebut 
menjadi prestasi tersendiri bagi Indonesia dalam sektor hasa penerbangan 
Internasional. Sky Team merupakan sebuah kelompok perusahaan maskapai 
penerbangan yang memobilisasi jasa penerbangan di 1064 destinasi 
penerbangan (https://www.skyteam.com/About-us/Our-members/ diakses 
pada 11 Mei 2017). Garuda Indonesia bergabung menjadi anggota Sky Team 
sejak Maret 2014, di mana Indonesia merupakan anggota ke-20 serta 
maskapai kedua di Asia Tenggara yang masuk sebagai Sky Team.  
Kriteria yang dikeluarkan oleh Sky Team untuk menjadi anggota 
kelompok perusahaan maskapai penerbangan internasional merupakan kerja 
keras yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Di mana Sky Team 
beranggapan bahwa, Indonesia telah mengimplementasikan platform 
terknologi informasi penerbangan yang baru telah mendapatkan sertifikat 
standar keselamatan terbang internasional IOSA (International Operation 
Safety Audit) (https://www.skyteam.com/About-us/Our-members/ diakses  
pada 11 Mei 2017).   
Sertifikasi keamanan yang diperoleh Garuda Indonesia dari IOSA 
merupakan sebuah prestasi, di mana keselamatan penerbangan Garuda 
Indonesia menjadi titik awal atas perbaikan sektor penerbangan Indonesia. 
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Ditambah lagi dengan keanggotaan Garuda Indonesia di Sky Team akan 
berdampak kepada stimulus pembangunan sektor jasa penerbangan di 
ASEAN. Indonesia melalui Sky Team dipercaya sebagai pusat penerbangan 
di kawasan Asia Tenggara (http://www.iata.org/publications/airlines-
international/december-2011/Pages/ceo-garuda.aspx diakses pada 12 Mei 
2017). 
 
C. ASEAN OPEN SKY POLICY DI INDONESIA 
Indonesia merupakan negara terluas di wilayah Asia Tenggara, serta 
memiliki tingkat demografi yang paling tinggi di antara negara anggota 
ASEAN. Selain dari aspek demografi, Indonesia juga memiliki potensi letak 
geografis yang diapit oleh dua benua dan dua samudera. Potensi mendasar 
tersebut merupakan sumber kekuatan negara dalam konteks domestik, dan 
merupakan asset negara yang tidak dapat diubah 
(http://demografi.bps.go.id/proyeksi/index.php/jumlah-dan-laju-
pertumbuhan-penduduk diakses pada 11 Mei 2017). 
Tingkat demografi yang tinggi menjadi potensi besar bagi stimulus 
interaksi ekonomi dalam sektor pariwisata Indonesia. Jumlah penduduk 
yang besar akan memberikan dinamika perdagangan negara yang signifikan 
akibat dari tingkat konsumsi yang tinggi. Luas geografis dan tingkat 
demografi yang tinggi dapat dijadikan sebagai potensi bagi Indonesia dalam 
dinamika liberalisasi penerbangan ASEAN. Internsitas dan interaksi melalui 
sektor penerbangan dapat didominasi oleh pasar yang ada di Indonesia, 
sehingga keuntungan ekonomi melalui perusahaan-perusahaan maskapai 
domestik dapat meningkat dari hasil liberalisasi penerbangan di ASEAN. 
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Skema 4.1. Virtuous Circle of Air Transport 
 
Sumber: Prakarsa edisi Januari 2012 Hal. 6 
Skema ilustrasi diatas dikenal sebagai virtuous circle (efek domino) 
dalam transportasi udara pada saat sektor ini mendapat pendapatan, yaitu: 
1. Seorang penumpang udara tidak hanya membayar harga tiketnya, 
tetapi juga akan mengeluarkan uang untuk hotel, taksi, dan sebagainya, 
serta berkontribusi pada berkembangnya perniagaan. 
2. Maskapai penerbangan yang mengangkut lebih banyak 
penumpang, akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk jasa boga serta 
layanan pendukunglainnya. 
3. Dari dua hal diatas, pertumbuhan dalam industri/layanan 
pendukung tersebut mengakibatkan peningkatan kebutuhan untuk 
melakukan perjalanan. 
Secara garis besar pengaruh yang ditimbulkan dari pertumbuhan 
sektor transportasi udara dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sisi penawaran 
(supply side) dan pengaruh sisi permintaan (demand side). Dari sisi 
penawaran dijelaskan bahwa penambahan volume penerbangan udara akan 
menghasilkan tingkat pendaparan yang lebih tinggi bagi maskapai 
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penerbangan. Sebagai akibat dari pendapatan yang meningkat tersebut, 
maskapai penerbangan akan berinvestasi dalam mengembangkan jumlah 
rute dan frekuensi penerbangan. Peningkatan jummlah rute dan frekuensi 
penerbangan secara langsung akan meningkatkan konektivitas antara 
daerah, di mana penumpang dapat menjangkau suatu daerah yang dulunya 
tidak terhubung oleh jalur penerbangan. Dengan meningkatnya konektivitas 
ini, daya tarik suatu daerah dapat lebih terpromosikan terutama potensi 
pariwisata (Don Berliner, 2004 : 147). 
Sedangkan pengaruh sisi permintaan, peningkatan daya tarik daerah 
terutama pada sektor pariwisata akan menambah lapangan pekerjaan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sekaligus 
meningkatkan peluang terjadinya mobilitas yang tinggi. Seiring dengan 
meningkatnya kesejahteraan, jumlah pendapatan yang dapat dibelanjakan 
juga akan meningkat. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk melakukan 
rekreasi. Selain itu dengan meningkatnya pendapatan, akan terbuka 
kemungkinan untuk masyarakat membuka bisnis dan melakukan perjalanan 
untuk kepentingan bisnisnya (Don Berliner, 2004 : 147). 
Manfaat terkait lainnya yang berhubungan dengan lapangan 
pekerjaan, terdapat sejumlah manfaat ekonomi makro dan mikro serta 
manfaat sosial yang terkait dengan jasa layanan udara, meliputi: 
1.  Peningkatan efisiensi usaha melalui ketersediaan koneksi yang 
lebih mudah (tepat waktu, sering, dan lebih cepat) antara 
Indonesia dengan wilayah perdagangan utama, yang pada 
gilirannya menjadikan negara tersebut lokasi yang lebih menarik 
bagi investasi asing langsung. 
2.  Penurunan biaya perjalanan keseluruhan di mana tidak hanya 
memperhitungkan harga tiket, tetapi juga berapa lama waktu 
perjalanan yang diperlukan dan biaya-biaya terkait. 
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3.  Manfaat bagi pariwisata sebuah negara (inbound tourism), 
termasuk masa tinggal yang lebih lama, pembelanjaan yang 
meningkat, serta jumlah wisatawan yang lebih besar. 
4.  Kemudahan untuk pulang mengunjungi keluarga dan kerabat. 
(F. Howard, 2003 : 34-45) 
Selain dari kesiapan maskapai domestik atas prestasi dan standar 
pelayanan terbamg perusahaan Indonesia seperti yang telah diuraikan di 
atas, terdapat potensi Indonesia yang dinilai siap untuk menghadapi 
kebijakan liberalisasi sektor penerbangan di ASEAN melalui infrastruktur 
pembangunan bandara. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 237 bandara 
yang terbentang di seluruh wilayah Indonesia. Namun, tidak semua bandara 
di Indonesia terdaftar di IATA (International Air Transport Association) 
(http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-
udara/lima-tahun-ke-depan-indonesia-miliki-299-bandara-61024/61024 
diakses pada 12 Mei 2017). 
Dengan kapasitas jumlah bandara yang besar membuktikan bahwa 
infrastruktur penerbangan Indonesia menjadi potensial. Dari keseluruhan 
bandara tersebut, Indonesia melakukan proteksi negara dengan hanya 
membatasi 5 bandara yang dibuka untuk masuk kepada liberalisasi 
penerbangan ASEAN Open Sky Policy. Bentuk proteksi negara yang 
diterapkan melalui pembatasan jumlah bandara yang dibuka adalah sebuah 
strategi antisipasi yang dilakukan Indonesia untuk membatasi arus 
liberalisasi penerbangan yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi 
maskapai domestik (http://indo-aviation.com/2013/11/09/hadapi-asean-
open-sky-minimal-lima-bandara-perlu-dibuka-indonesia/ diakses pada 
tanggal 12 Mei 2017). 
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Tabel 2.2. Statistik Lalu Lintas Pesawat Domestik 
Tahun Kategori Datang Berangkat 
2017  Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
20.343 
950.670 
7.538.042 
4.025.138 
83.565 
19.993 
954.048 
6.420.206 
2.007.295 
114.417 
2016 Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
113.317 
5.781.095 
46.260.950 
29.622.502 
354.345 
114.417 
5.764.382 
46.722.764 
79.766.702 
233.086 
2015 Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
538.896 
54.849.000 
171.559.411 
265.834.799 
2.737.149 
531.487 
52.138.063 
175.895.427 
457.697.522 
2.310.143 
2014 Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
674.794 
87.107.721 
331.630.827 
404.135.866 
5.053.390 
669.945 
71.288.840 
310.308.659 
486.087.505 
2.780.390 
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2013 Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
569.820 
59.356.670 
371.630.670 
246.318.808 
2.587.543 
568.196 
56.625.080 
440.643.280 
369.983.412 
4.148.431 
2012 Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
530.203 
61.071.543 
469.853.581 
326.436.722 
7.453.666 
527.970 
57.224.617 
476.060.237 
393.513.621 
8.550.277 
2011 Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
531.676 
57.955.318 
445.733.363 
348.213.949 
10.208.686 
532.008 
53.380.131 
475.214.331 
368.792.916 
10.670.545 
Sumber : hubud.dephub.go.id (2017) 
Dari data di atas dijelaskan dalam bentuk diagram maka akan semakin 
terlihat bagaimana arus lalu lintas pesawat domestik tiap kategori dari tahun 
ke tahun. 
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Diagram 2.1. Statistik Lalu Lintas Kedatangan Pesawat Domestik di 
Indonesia 
 
Sumber : hubud.dephub.go.id(2016) 
Diagram 2.2. Statistik Lalu Lintas Keberangkatan Pesawat Domestik di 
Indonesia 
 
Sumber : hubud.dephub.go.id(2016) 
Dari diagram statistik 2.1. dan 2.2. di atas, intensitas penggunaan 
pesawat domestik mengalami penurunan dari tahun ke tahun di setiap 
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kategori. Di semua kategori terutama pada tahun 2014-2016 terjadi 
penurunan yang terlihatcukup drastis pada diagram di atas baik pada 
kedatangan maupun keberangkatan. 
Lalu lintas pesawat baik kedatangan maupun keberangkatan terutama 
pada kategori barang mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 
2014 ke tahun 2015 pada lalu lintas kedatangan dan tahun 2015 ke tahun 
2016 pada lalu lintas keberangkatan.Tak hanya pada kategori barang, namun 
penurunan secara statistik juga ditunjukkan pada kategori penumpang di 
mana keduanya baik kedatangan maupun keberangkatan mengalami 
penurunan dari tahun sebelumnya dan hingga tahun terakhir yaitu tahun 
2016 masih mengalami penurunan. 
Tabel 2.3.Statistik Lalu Lintas Pesawat Internasional 
Tahun Kategori Datang Berangkat 
2016 Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
801 
37.592 
439.396 
556.268 
0 
800 
30.509 
219.896 
922.752 
0 
2015 Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
74.368 
10.096.073 
33.914.879 
173.533.788 
724.292 
74.519 
10.334.544 
35.946.968 
182.198.880 
1.170.075 
2014 Pesawat 105.850 102.656 
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Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
13.813.021 
83.147.389 
165.921.572 
1.837.476 
14.511.720 
80.180.799 
188.248.143 
882.128 
2013 Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
66.668 
9.121.765 
70.921.791 
28.988.187 
1.563.385 
66.952 
8.953.160 
97.420.162 
109.227.887 
2.077.866 
2012 Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
83.573 
11.734.039 
150.825.860 
191.796.224 
2.829.248 
83.465 
11.665.681 
119.723.096 
190.572.472 
953.268 
2011 Pesawat 
Penumpang 
Bagasi 
Barang 
Pos 
71.647 
10.257.975 
145.541.620 
141.428.757 
1.867.067 
71.736 
10.247.650 
116.953.911 
162.473.491 
681.858 
Sumber : hubud.dephub.go.id (2016) 
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Diagram 2.3. Statistik Lalu Lintas Kedatangan Pesawat Internasional di 
Indonesia 
 
Sumber : hubud.dephub.go.id(2016) 
Diagram 2.4.Statistik Lalu Lintas Keberangkatan Pesawat Internasional di 
Indonesia 
 
Sumber : hubud.dephub.go.id(2016) 
Pada diagram lalu lintas pesawat internasional di atas, tahun 2013 
merupakan tahun yang kurang baik bagi sektor penerbangan internasional. 
Hampir semua sektor mengalami penurunan meskipun tidak semua kategori 
mengalami penurunan yang signifikan. Kategori barang dan bagasi 
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merupakan kategori yang mengalami penurunan yang  sangat tajam bahkan 
lebih dari 50% penurunan angka dibanding tahun 2012.  
Tahun 2014 semua kategori mengalami kenaikan yang cukup 
signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan lalu lintas pesawat domestik 
yang mengalami penurunan. Akan tetapi hal yang sama terjadi pada tahun 
2015 yang kembali mengalami penurunan meskipun tidak drastis seperti 
pada tahun 2013. Dan pada tahun 2016 penurunan yang sangat tajam terjadi 
di hampir semua kategori pada lalu lintas penerbangan internasional baik 
kedatangan maupun keberangkatan.  
Dari tabel statistik lalu lintas pesawat baik domestik maupun 
Internasional diatas, dapat dilihat bahwa intensitas penggunaan pesawat 
untuk melayani kepentingan masyarakat dari tahun ke tahun bersifat 
fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan baik itu digunakan untuk 
layanan penumpang, bagasi, pengiriman barang maupun pos. Hal ini 
menjadikan pekerjaan rumah bagi kementerian dan instansi terkait 
mengenai jumlah intensitas di lalu lintas penerbangan yang beberapa tahun 
terakhir ini cenderung mengalami penurunan. 
Berdasarkan tingkat kepadatan penumpang yang disiapkan oleh 
Indonesia dalam menghadapi open sky policy dapat terlihat dari 5 data 
bandara internasional yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik Inodonesia. 
Interaksi jalur penerbangan yang terlihat dari 5 bandara berikut 
memperlihatkan bahwa cukup besar potensi yang dimiliki oleh Indonesia 
dalam  menghadapi kebijakan open sky policy. 
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Tabel 4.2. Perkembangan Wisatawan Mancanegara Menurut Pintu Masuk Tahun 
2010 – 2014 
Satuan: Wisman 
Pintu 
Masuk 2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017 
Ngurah Rai 2.788.706 2.902.125 3.241.889 3.731.735  3.952.354 4.885.062 488.756 
Soekarno - 
Hatta 
1.933.022 2.053.850 2.240.502 2.246.437  2.455.279 13.713 219.371 
Kualanamu 192.650 205.845 225.550 234.724  206.380 211.942 18.795 
Juanda 185.815 197.776 225.041 217.193  208.836 231.455 19.871 
Hassanudin  14.295 13.881 17.730 15.713 13.713 17.705 1.132 
Sumber: Pusdatin Kemenparekraf & BPS 
Pengalaman mengindikasikan bahwa setelah sebuah kesepakatan 
dalam open sky diterapkan, permintaan akan bertumbuh dengan angka yang 
melebihi garis dasar (baseline rates) selama lima tahun yang didasarkan 
dampak dari perjanjian open sky yang ditandatangani antara berbagai negara 
Eropa dan Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1990-an. Pertumbuhan 
lalu lintas kemudian kembali ke tingkat garis dasar. 
Ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance of Airline) 
merupakan salah satu produk utama atau andalan dari suatu maskapai yang 
menjadikan nama maskapai tersebut lebih baik reputasinya di kalangan 
pengguna jasa transportasi udara. Apabila maskapai tidak memberikan 
servis terbaik bagi penumpang (customer) maka citra maskapai akan 
menjadi negatif. Tidak hanya itu, namun dengan adanya on time 
performance of airline juga membantu memudahkan pemerintah dalam 
memberikan kebijakan atau punishment bagi maskapai yang sering 
mengalami keterlambatan. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah 
dalam menjalankan kebijakan open sky. Karena dengan semakin minimnya 
keterlambatan maskapai maka semakin dipercayanya maskapai tersebut oleh 
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para konsumen dan semakin memperkuat maskapai nasional untung mampu 
bersaing dengan maskapai asing di era liberalisasi udara saat ini. 
Berikut hasil evaluasi terkait jumlah penerbangan, OTP, 
Keterlambatan dan Pembatalan Penerbangan 15 Maskapai berjadwal dalam 
negeri selama 6 bulan, periode Juli s.d Desember 2015 : 
Tabel 4. Evaluasi Jumlah Penerbangan Dengan Ketepatan, Keterlambatan, Dan 
Pembatalan Penerbangan, Juli – Desember 2015 
No. Maskapai 
Jumlah 
Penerbangan 
Tepat 
Waktu 
(OTP) 
Keterlambatan 
(Delay) 
Pembatalan 
(Cancel) 
1. Batik Air 25.617 
23.366 
(91,21%) 
1.871 (7,30%) 
380 
(1,48%) 
2. Nam Air 9103 
8.248 
(90,61%) 
743 (8,16%) 49 (0,54%) 
3. 
Garuda 
Indonesia 
90.832 
77.955 
(85,82%) 
10.919 
(12,02%) 
1.958 
(2,16%) 
4. 
Sriwijaya 
Air 
27.200 
22.536 
(82,85%) 
4.558 
(16,76%) 
106 
(0,39%) 
5. 
Indonesia 
Air Asia 
Extra 
1.835 
1.512 
(82,40%) 
323 (17,60%) 0 (0%) 
6. Citilink 30.598 
24.560 
(80,27%) 
5.709 
(18,66%) 
329 
(1,08%) 
7. 
Indonesia 
Air Asia 
6.677 
5.054 
(75,69%) 
1.577 
(23,62%) 
159 
(2,39%) 
8. 
Kalstar 
Aviation 
12.251 
9.181 
(74,89%) 
1.937 
(15,81%) 
1.133 
(9,25%) 
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9. Transnusa 2.929 
2.257 
(77,06%) 
622 (21,24%) 50 (1,71%) 
10. Wings Air 32.085 
22.531 
(70,22%) 
8.859 (27,61%) 
695 (2,17%) 
11. Lion Air 86.043 
60.280 
(70,06%) 
25.403 
(29,52%) 
360 
(0,42%) 
12. Susi Air 20.801 
11.985 
(57,62%) 
7.271 
(34,96%) 
1.664 
(8,00%) 
13. 
Travel 
Express 
5.159 
2.975 
(57,67%) 
1.717 
(33,28%) 
467 
(9,05%) 
14. 
Trigana 
Air 
5.212 
2.510 
(48,16%) 
2.384 
(45,74%) 
318 
(6,10%) 
15. 
Aviastar 
Mandiri 
279 
222 
(79,57%) 
57 (20,43%) 0 (0%) 
Total 356.621 
275.172 
(77,16%) 
73.950 
(20,74%) 
7.668 (2,15%) 
(Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) (RDL/BU/SR/JAB) 
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Skema 4.2. Ilustrasi Pertumbuhan Lalu Lintas Dengan dan Tanpa Open Sky 
 
Sumber: Prakarsa edisi Januari 2012 Hal. 5 
Peningkatan pertumbuhan ini terutama terfokus pada rute-rute yang 
diliberalisasi melalui kebijakan open sky, meski memungkinkan untuk 
berimplikasi pada rute-rute terkait lainnya. Oleh karena itu, dalam kasus di 
Indonesia, tanpa hambatan kapasitas, pertumbuhan lalu lintas internasional 
akibat open sky diharapkan dapat mengalami peningkatan tambahan sebesar 
6 hingga 10 persen per tahun di atas angka pertumbuhan garis dasar normal 
segera setelah kebijakan open sky diterapkan, dengan demikian, dalam 
periode setelah berjalannya kebijakan ini, pertumbuhan dalam permintaan 
tanpa kendala akan perjalanan udara secara optimis dapat bertumbuh 
mencapai hingga 20 persen per tahun. 
Sementara itu, Menteri Arief Yahya pada berbagai kesempatan selalu 
menjelaskan, pemerintah berencana menjadikan sektor pariwisata sebagai 
andalan perolehan devisa. Pasalnya, menurut Menteri Arief, pariwisata 
Indonesia dinilai memiliki keunggan dari sisi destinasi dan harga. Tidak 
tanggung, dalam lima tahun ke depan pemerintah menetapkan target 
kunjungan 20 juta wisatawan asing, dengan target pemasukan devisa Rp 260 
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triliun. Angka tersebut menurut Arief sangat wajar, mengingat selama 2014 
sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar US$ 10,69 miliar atau setara 
dengan Rp 136 triliun (http://analisispengembanganpariwisata.htm , diakses 
pada 12 Mei 2017). 
Optimisme Menteri Pariwisata Arief Yahya tidaklah berlebihan. 
Industri pariwisata Indonesia sudah memiliki pertumbuhan yang bagus yaitu 
7,2 persen per tahun.  Angka ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata 
pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya mencatatakan angka sebesar 4,7 
persen. Dengan jumlah turis dunia yang mencapai 1,3 miliar orang, maka 
masih ada potensi untuk meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisata. 
Tabel 4.4. Indeks Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata Negara ASEAN pada 
tahun 2011 
 
Sumber : Laporan Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata (oleh World Economic 
Forum) 
Berdasarkan potensi yang dijelaskan, maka pada intinya bahwa tujuan 
tersebut adalah sebagai stimulus terhadap percepatan integrasi masyarakat 
ASEAN. Tetapi, untuk melihat keuntungan yang diperoleh dari Indonesia 
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atas tujuan tersebut dapat dijadikan perjuangan pencapaian kepentingan 
nasional Indonesia. 
1. Free flow capital and investment 
Arus modal asing dan investasi merupakan dua bagian dari 
beberapa blueprint AEC yang juga menjadi tujuan percepatan 
masyarakat ASEAn. Kedua sektor tersebut merupakan hasil yang 
menjadi kepentingan Indonesia dari hasil realisasi open sky policy 
(http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf, diakses pada 13 Juni 
2017). Mobilisasi transportasi udara menjadi potensi bagi kegiatan 
bisnis dan modal bagi perusahaan asing dalam melakukan investasi di 
Indonesia. Karena seperti yang dijelaskan oleh Susan Strange bahwa, 
peran dan kemunculan dari pihak swasta asing tidak dapat dihindari 
dalam dinamika ekonomi politik internasional (Susan Strange, 1992 : 
1-15). 
Masuknya modal dan investasi asing ke Indonesia merupakan 
hasil dari tinkat efisien dan efektifitas kegiatan ekonomi yang 
didukung oleh kebijakan open sky policy tersebut (Robert Gilpin : 
1987). Apabila tingkat interaksi swasta dapat didukung dengan 
kebijakan tersebut maka membuka peluang yang besar bagi 
pemnbangunan ekonomi domestik Indonesia khususnya bidang 
pariwisata. Karena dengan masuknya modal asing akan menjadi aspek 
pendukung bagi proses tahap pembangunan ekonomi sebuah negara. 
Potensi yang tercatat pada tahun 2013, investasi langsung di Indonesia 
(Foreign Direct Investment) menvapai RP 390.3 triliun. Potensi 
tersebut meningkat dari tahun 2012 sebesar 24,6% 
(http://www.bkpm.go.id/contents/news_detail/130701/realisasi-
penanaman-modal-pmdn--pma-triwulan-i-tahun-2013#.U5rySfmSxVk 
, diakses pada tanggal 3 Juni 2017).  
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Diagram 4.1. Grafik Neraca FDI (Foreign Direct Investment) di Indonesia 
 
Arus investasi asing yang dinamis dan berpeluang bagi 
pembangunan ekonomi Indonesa secara domestik akan semakin 
dimobilisasi oleh liberalisasi penerbangan di ASEAN. Realisasi 
kebijakan penerbangan regional diharapkan dapat menstimulus arus 
investasi di Indoenesia, mengingat bahwa Indonesia dijadikan gerbang 
penerbangan bagi Asia tenggara oleh IOSA (http://indo-
aviation.com/2013/06/04/garuda-resmi-menjadi-anggota-skyteam-
pada-maret-2014/, diakses pada 13 Juni 2017). 
2. Mobilitas wisatawan asing di Indonesia 
Selain aspek investasi dan modal asing yang menjadi potensi 
keuntungan bagi Indonesia, terdapat hal yang menjadi kepentingan 
Indonesia lainnya yaitu melalui sektor pariwisata. Di mana wisatawan 
asing akan semakin termobilisasi dengan kemudahan sektor jasa 
penerbangan yang mudah dan efektif. Sektor jasa menjadi pendukung 
bagi kemudahan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke 
Indonesia, serta mengingat bahwa sektor pariwisata menjadi aspek 
yang vital bagi PDB (Product Domestic Bruto) Indonesia. 
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Tabel 4.5. Perkembangan Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan Tahun 
2009 – 2014 
Satuan:wisman 
Kebangsaan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Brunei 13.668 35.874 38.679 16.423 16.932 19.078  
Malaysia 
1.041.05
3 
1.171.7
37 
1.173.3
51 
1.269.0
89 
1.380.68
6 
1.418.25
6  
Filipina 196.429 171.181 210.029 236.866 247.573 248.182  
Singapura 
1.138.07
1 
1.206.3
60 
1.324.8
39 
1.324.7
06 
1.432.06
0 
1.559.04
4  
Thailand 93.381 111.645 115.036 114.867 125.059 114.272  
Vietnam 20.785 24.929 31.106 33.598 43.249 48.018  
Myanmar 18.128 15.582 22.304 29.718 2.361 33.559  
Laos 969 1.932 1.914 2.000 6.251 2.221  
Kamboja 1.975 5.265 4.628 5.059 31.001 5.438  
Sumber: Pusdatin Kemenparekraf & BPS 
Berdasarkan kapasitas kunjungan wisatawan ASEAN di Indonesia 
akan menjadi hal vital bagi pendapatan Indonesia. Berdasarkan dara yang 
tercatat oleh Indonesia bahwa share yang diberikan dari sektor pariwisara 
memberikan angka yang cukup signifikan. Namun mengingat kapasitas 
Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Thailand, 
Malaysia, dan Singapura, maka Indonesia diharapkan dapat mengejar 
kesenjangan yang terdapat di antara keempar negara tersebut. 
Tabel 4.6. Pertumbuhan PDB Pariwisata dan Kontribusi terhadap PDB 
No. Uraian 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 
 PDB 
Nasional 
3.64 4.50 4.78 5.03 5.69 5.50 6.28 6.06 4.37 
PDB 
Pariwisata 
5.63 5.28 4.95 6.72 6.03 5.88 6.74 6.31 8.18 
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Hotel 7.39 4.38 6.24 7.93 6.23 5.18 5.37 4.07 3.20 
Restoran 5.20 4.87 4.38 6.08 5.88 5.75 7.08 6.58 9.34 
Rekreasi 
dan 
Hiburan 
5.12 8.76 6.13 8.34 6.52 7.95 7.26 8.70 9.96 
2. Kontribusi PDB Pariwisata Terhadap PDB Nasional (%) 
 PDB 
Pariwisata 
2.98 4.13 4.04 3.86 3.67 3.55 3.42 3.09 3.25 
Hotel 0.60 0.57 0.56 0.55 0.51 0.48 0.44 3.08 0.38 
Restoran 2.05 3.22 3.14 2.98 2.84 2.77 2.69 2.45 2.59 
Rekreasi 
dan 
Hiburan 
0.33 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.28 
Sumber: Rencana Strategis Kemenbudpar dalam tulisan Suska dan Yuventus 
Effendi. “Memanfaatkan Kerjasama Pariwisata Asean Untuk Mendorong Industri 
Pariwisata Indonesia”. 
Menurut data di atas, share PDB Indonesia terhadap produksi 
domestik hanya  sebesar 4.31%. Potensi sebesar itu merupakan hal yang 
harus dibenahi, dan pembenahan yang harus dievaluasi adalah dari aspek 
infrastruktur dan layanan jasa yang baik. Maka dengan liberalisasi 
penerbanganASEAN, sektor pariwisata yang cenderung kecil diharapkan 
dapat distimulasi demi pencapaian keuntungan yang lebih besar. 
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Diagram 4.2. Grafik Kecenderungan Untuk Terbang Sebagai Fungsi dari 
PDB per Kapita 
 
Sumber: Bank Dunia, Intelijen Transportasi Udara, CIA Factbook dan analisis 
Helios 
Dari grafik di atas dijelaskan tingkat proporsional bagi kecenderungan 
untuk terbang dari negara-negara di dunia termasuk negara-negara ASEAN 
terhadap jumlah penduduk negara di dalamnya. Indonesia masih sangat 
sedikit dalam ketergantungan menggunakan pesawat dibandingkan 
Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Di sisi lain 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang akan lebih mudah apabila 
konektivitas antar daerah menggunakan pesawat terbang karena lebih 
efisien dalam waktu sehingga pemerataan ekonomi juga lebih cepat dan 
merata di semua daerah. Minimnya ketergantungan masyarakat Indonesia 
ini juga dikarenakan pendapatan domestik bruto per kapita yang masih 
rendah.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Ada beberapa potensi dari negara-negara ASEAN yang dapat 
mendorong peningkatkan sektor pariwisatanya di masa depan, yaitu:  
1. Secara kumulatif, 10 negara anggota memiliki populasi hampir 600 
juta, dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan 
kelas menengah.  
2. Negara-negara ASEAN memiliki kekayaan asset pariwisata, yaitu 
sumber daya alam dan sumber daya buatan. 
3. Negara-negara ASEAN memiliki kapasitas yang cukup banyak dalam 
hal akomodasi, penerbangan, tempat konvensi dan lain-lain, yang 
beberapa diantaranya dianggap terbaik di dunia. 
4. Negara-negara ASEAN memiliki organisasi pariwisata yang 
kompetitif dan memiliki anggaran pemasaran yang besar.  
5. Negara yang padat penduduk seperti India dan China akan pelaku 
bisnis utama di negara-negara ASEAN.  
6. Harga penerbangan yang murah akan terus memberikan dorongan 
yang signifikan untuk warga negara lain datang berkunjung bahkan 
untuk negara intra ASEAN.  
7. Munculnya Trans Asian Highway dan Trans-Asian railway akan 
meningkatkan jumlah transportasi ke ASEAN. 
Dari potensi-potensi di atas, Indonesia memiliki maskapai nasional 
yang menjadi maskapai berpotensi bagi gerbang penerbangan regional 
ASEAN, serta kapasitas luas wilayah dan tingkat demografi, maka potensi 
tersebut menjadikan Indonesia sangat strategis bagi kebijakan open sky 
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policy. Dari potensi tersebut, kepentingan Indonesia yang akan berdampak 
kepada sektor modal asing dan investasi menjadi keuntungan yang 
membangun ekonomi domestik Indonesia. 
Dengan semakin terbukanya gerbang penerbangan di Indonesia maka 
akan semakin memajukan pariwisata di Indonesia dengan semakin 
mudahnya akses yang diberikan oleh ASEAN Open Sky Policy. Kesiapan 
dari berbagai segi juga sudah mulai terlihat sebagai sarana kebijakan open 
sky baik dari segi fisik maupun non fisik, seperti PT. Garuda Indonesia 
Airlines yang telah menjadi anggota dari Skyteam, semakin kuatnya airline 
domestik maka akan semakin memperkuat wilayah udara Indonesia sendiri 
dari dampak negatif open sky seperti “terjajahnya” maskapai domesti 
dengan maskapai asing terutama maskapai yang dimiliki negara-negara 
ASEAN.  
Selain itu perluasan dan revitalisasi bandara baik bandara yang 
terbuka bagi kebijakan open sky maupun bandara sub lainnya. Bukan hanya 
revitalisasi, pembangunan bandara baru untuk menggantikan bandara lama 
yang dianggap sudah tidak layak juga sangat gencar dilakukan oleh 
pemerintah seperti rencana pembangunan bandara di Kulonprogo – Jogja, 
bandara baru di Praya – Lombok yang sudah beroperasi, maupun Bandara 
Kuala Namu yang menggantikan Bandar Udara Polonia di Medan.Hal-hal 
seperti ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengikuti ASEAN 
Open Sky Policy dan dalam menghadapi liberalisasi udara yang semakin 
terasa kuat dengan memberikan barrier bagi industri penerbangan domestik. 
Di sisi lain, mobilisasi dari sektor jasa penerbangan berdampak pada 
sektor pariwisata yang menjadi sektor potensial bagi negara Indoensia. Pada 
dasarnya bahwa kepentingan blueprint AEC merupakan strategi percepatan 
proses intregrasi ASEAN. Indonesia juga menjadi aktor internasional yang 
bertanggung jawab atas kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat, 
maka pada fenomena ini kepentingan Indonesia melalui kebijakan open sky 
policymenjadi langkah besar bagi pembangunan ekonomi domestik yang 
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saat ini sedang dalam proses untuk menjadi negara dengan konsentrasi 
utama pada sektor pariwisata. 
Selain dengan kebijakan open sky, pemerintah juga memiliki beberapa 
kebijakan untuk semakin menarik wisatawan luar negeri antara lain dengan 
bebas visa yang diberikan kepada beberapa negara baik ASEAN, Asia, 
maupun benua lainnya yang akan semakin membuat pariwisata Indonesia 
semakin diminati oleh wisatawan asing.  
 
B. SARAN 
Pada penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran supaya ASEAN 
Open Sky Policy dapat berjalan secara maksimal di Indonesia terutama bagi 
sektor pariwisata, antara lain: 
1. Meningkatkan destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi. 
2. Meningkatkan program pengembangan pemasaran pariwisata 
Indonesia ke kancah Internasional. 
3. Meningkatkan sumber daya dan kebudayaan yang ada di Indonesia 
dalam upaya maksimalisasi peningkatan pariwisata Indonesia 
4. Meningkatkan kemudahan dalam melakukan perjalanan antau 
konektivitas baik antar negara ASEAN maupun antar daerah di 
Indonesia, terutama transportasi udara. 
5. Menigkatkan kinerja dan operasional bandara yang terbuka bagi open 
sky dan bandara lain di Indonesia yang menjadi bandara sub. 
6. Meningkatkan kinerja maskapai domestik Indonesia untuk mampu 
memaksimalisasikan potensi pariwisata Indonesia dengan menambah 
rute penerbangan antar daerah. 
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C. KRITIK 
Terdapat beberapa kritik yang ingin penulis sampaikan dari penelitian 
yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu antara lain: 
1. Peneliti masih mengalami kesulitan terutama pada data terbaru 
mengenai dampak secara langsung dengan adanya kebijakan open sky 
policy di Indonesia yang sudah berjalan dalam 2 tahun terakhir ini. 
Hal ini dikarenakan kebijakan open sky policy memiliki waktu yang 
sangat singkat dalam implementasinya. 
2. Terbukanya open sky juga masih tersentralisasi di kota-kota besar di 
Indonesia seperti pada pilihan bandara-bandara yang menjadi poros 
open sky di Indonesia.  
3. Dalam meneliti, peneliti juga mengalami kesulitan pada literatur yang 
mengacu pada aspek ekonomi di lingkungan pariwisata Indonesia. 
Oleh karena itu, penulis berharap dengan adanya penelitian dengan 
tema ini, maka akan menjadikan penelitian selanjutnya lebih mudah 
karena semakin bertambahnya literatur yang membahas mengenai 
dampak kebijakan open sky policy terhadap pariwisata di Indonesia. 
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